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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut:

Huruf Nama Nama
Arab

| alif i ilambangkan

! Q,Q C.lC | o] | eY | [.,. [, [:

h..

& rof terballk
¢

<

S

]

J

e

o nun n En

B) wau w We

4 ha h Ha

. hamzah ’ Apostrof
s ya Y Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

).
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah a a

i
| kasrah
[

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s fathah dan ya’ ai adan i
5 fathah dan wau au adanu

Qe

an PAREPARE

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
« ... | ... | fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
kasrah dan ya’ i i dan garis di atas
=
¥ dhammah dan wau u u dan garis di atas

Xi
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Contoh:
e rma>ta
=) I rama>

Ji :gi>la

&yl yamu>tu

4. Tamarbu>t}ah

Transliterasi " marbu>t}ah ada u: ta>' marbu>tlah

oleh kata

ah, maka

h

PAREPARE

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydi>d ( =), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

Ls;  :rabbana>

L3S :najjaina>

&2 al-hyaqq

Xii
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A nuima
e ‘aduwwun
Jika huruf & ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (;—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>.

Contoh
e CAli> (b
(= 1 CAr ‘Arabiyy atau

huruf J
(alif la i pedoman transliterasi i nsliterasi
seperti ia diikuti oleh huruf sy

maupu gam ata sandang tidak me unyi langsung

yang inya. sandang ditulis terpisah da yan jikutinya

dan dih an dengan ga ﬂ
. : al-syamsu (buka su)

: al-zalaMEB A R E

3Bl : al-bila>du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal Kkata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

xiii
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O34 ta muru>na
g0 cal-nau’
Bl : syai'un

&4l umirtu

8. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah at dalah kata, istilah atau

kalimat yang belum n dalam bahasa Indon , istilah atau kalimat

i ditulis menurut cara t
>n), alhamdulillah, d : un, bila
bagian dari satu rangk ka harus

. Contoh:

atau be
huruf hamzah.
Contoh:
A (s di>nulla>h 4G billa>h
Adapun ta>" marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

Xiv
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& dacas 825 hum fi> rah}matilla>h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman eja onesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, diguna uf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan limat. Bila nama diri

didahului oleh kata i n huruf kapital tetap

pada a at, maka hu dang tersebu an huruf
kapital
referens

maupu

(bapak da agal nama a terak a, maka kedua nama tera itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abu)

Xiv
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11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swi. = subhla>nahu> wa ta‘a>la>
saw. = sjallalla>hu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-sal

H = Hijrah

M =

SM =
l.

PAREPARE
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Abstrak

Nama . M. HASYIM USMAN
NIM . 16.0224.014
Judul . Optimalisasi Pengelolaan -Dana Zakat Profesi (Studi Kasus

pada Kantor‘Kementerian Agama Kota Parepare).

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia_dan_menjadi tanggung. jawab bagi_pemerintah Indonesia. Salah satu
upaya yaitu dengan pengelolaann zakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang
menjadi pokok  permasalahan dengan sub ‘masalah, yaitu" 1) Bagaimana
perencanaan Yyang dilakukan terhadap  dana zakat profesi pada Kantor
Kementerian Agama Kota Parepare ? 2) Bagaimana pengumpulan dana zakat
profesi 'pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare ? '3) Bagaimana
pendistribusian dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota
Pareparg ? dan 4) Bagaimana pertanggung jawaban Dana Zakat tersebut ?

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan
teologis, penomenologis, dan pendekatan yuridis, Adapun sumber data penelitian
ini bersumber dari bahan hukumsprimer dan bahanshukum sekunder. Penelitian ini
termasuk kualitatif dengan menggunakan data berupa wawancara langsung dan
tanya jawab/dialog serta dokumen. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan
baik secara primer maupun secara sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan
melaluijobservasi, wawancara dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang
jelas dan representative, sedangkan teknik-pengolahansdan analisis data dilakukan
melalui reeduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan dana
zakat profesi pada Kantor Kementerfan Agama Kota Parepare kurang optimal.
Akan tetapi dari segi pengumpulannya telah memenuhi prinsip syariah, amanah,
transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, partsisipasi dan efisisiensi.
Pendistribusiannya masih bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif serta
belum sesuai dengan prinsip keadilan.

Kata kunci : Optimalisasi, Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Profesi
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Abstract

Name: M. HASYIM USMAN

NIM : 16.0224.014
Title : Optimization of Professional Zakat Fund Management (Case Study at

the Office of the Ministry of Religion of Parepare City).

Poverty is a' problem faced by the Indonesian people and is the
responsibility of the Indonesian government. One effort Is by managing zakat.
Based on these problems, the main problems with sub-problems, namely 1) How
is the planning carried out on professional zakat funds at the Office of the
Ministry of Religion of Parepare City? 2) How to collect professional zakat funds
at the Office of the Ministry of Religion of Parepare City? 3) How is the
distribution of professional zakat funds at the Office of the Ministry of Religion of
Parepare City? and 4) What is the responsibility of the Zakat Fund?

The approach used in this study is the theological, penomenological, and
juridical approaches. The source of this research data is sourced from primary and
secondary legal materials. This research includes qualitative using data in the
form ofi direct interviews and_questions and answers / dialogues and documents.
The data obtained are then collected both primary and secondary. Data collection
techniques are carried out through observation, interviews and documentation
studies In order to obtain clear and representative data, while data processing and
analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation and
drawing conclusions.

The results of this study indicate that the optimization of the management
of professional zakat funds at the Office of the Ministry of Religion of Parepare
City is less than optimal. However, in terms of collection has fulfilled the
principles of sharia, trustworthiness, transparency, professionalism,
accountability, participation and efficiency. Its distribution is still traditional and
productive productive creative and not in accordance with the principles of
justice.

Keywords: Optimization, Collection and Distribution of Professional Zakat Funds

Xvii
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua sumberdaya yang at di langit dan di bumi disediakan

Allah SWT untuk keb anusia dapat menikmatinya
I. Ruang lingkup ilmu
ekonomi ada du omi Islam. Ekonomi
isik, tapi

abstrak,

tem kehidupan, di ma yediakan
an yang lengkap bagi : ermasuk
merupakan tentang
dalam mas muslim

ar agama Is arenanya

lam meruFlbﬁ\rEIPrKa“r!ﬁntegral) d a Islam.
a(la

Kehadiran ekonomi Islami yang mewarnai perkembangan dunia
perekonomian secara umum, termasuk lembaga-lembaga yang dilahirkannya

oleh sebagian masyarakat disambut dengan sikap apriori dan

"Hasan Al-Banna. Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, Intermedia, Jakarta , 1997,
h.34

’Syed Nawab Haider Naqvi, s/am, Economics, and Society, Terj. M. Saiful Anam dan
Muhammad Ufuqul Mubin, Menggagas llmu Ekonomi Islam (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003), h. 28.

*P3El, Ekonomi Islam, Ed. 1 ; Cet VII: Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015 h. 26.
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pesimis, bahkan dalam beberapa hal ditanggapi dengan sikap sinis. Kelihatannya,
sikap apriori, pesimis, dan sinis itu muncul dari masih kurangnya pengetahuan
dan kakunya kerangka fikir yang dipergunakan dalam memahami ekonomi Islam,
karena perkembangan ekonomi Islam begitu pesat dan bersifat unik, dan karena
lembaga-lembaganya juga kompetitif dengan-lembaga konvensional sejenis, para
ilmuan dan pemerhati masalah-masalah kemanusiaan, khususnya yang terkait
dengan masalah kemiskinan baik muslim maupun non muslim, tertarik untuk

melakukanrkajian=kajian seriusiterhadapnyas

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang masih dihadapi oleh
bangsa Indonesia. Sampai September 2017, tercatat jumlah masyarakat miskin
Indonesia sebesar 26,58 juta atau 10,12% dari jumlah penduduk Indonesia®.
Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kota Parepare sampai tahun 2017
tercatat 8,07 ribu jiwa atau 5,70 %.> Hal ini menunjukkan ‘bahwa jumlah
masyarakat miskin di 'Kota Parepare masih tinggi. Meski demikian,

persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi.

Kondisi perekonomian yang terjadi di masyarakat, tetap menjadi
tanggung jawab bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan
kesejahteraan bagi masyarakat kita. Segala upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah telah
mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap perlu agar permasalahan
kemiskinan ini dapat terselesaikan dengan baik berdasarkan prinsip keadilan

yang dianut bangsa kita, yaitu dengan kebijakan (1) Inpres Desa Tertinggal

* www.bps.go.id/BRS  No0.05/01/2 Januari 2018 diakses pada tanggal 30 Juni 2018,
pukul 21.30 wita

> Badan Pusat Statistik Kota Parepare, 2017



(IDT); (2) Jaring Pengaman Sosial (JPS). Namun semuanya masih belum

dapat menyelesaikan permasalahan ini.°

Kesejahteraan tersebut dapat dicapai dengan berbagai dukungan dari

seluruh stakeholder dan masyara onesia itu sendiri untuk terus bekerja

keras mencapai kesejaht

program
lil dalam

nasional

melalui

Zakat adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan (harta)

dalam suatu perekonomian khususnya dari yang beruntung atau kaya kepada

SM.Nur Rianto Al Arif. “Efek Pengganda Zakat Serta Implilkasinya Terhadap Program
Pengentasan Kemiskinan”dalam Jurnal Ekbis Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :
Vol. 5, No. 1, Desember 2010. h. 42-49

'Didin Hathiduddin, Tulus, dkk, Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses
Sosial Politik Bangsa (Jakarta: Forum Zakat, 2003), h. 93.
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mereka yang tidak beruntung (miskin) dalam hal mencari rezeki. Zakat akan
menjadikan perekonomian bergerak cepat, terbangun persaudaraan di antara
pelaku ekonomi, dan kesenjangan ekonomi pun akan menyempit. Zakat

dengan kata lain dapat digunakan sebagai pendorong dan pengendali

perekonomian agar tercapai jahteraan lahir, batin, dunia dan

akhirat) baik generasi

agar zakat dapat

terutama

gelolaan zakat secara
eh pemerintah dan mas

: 58
20 13 \gie T3k a1 )5 1 skn )y Wb T sha | (3 claZall 8 &5l 03 pdas
L’.) I ’.o:

Terjemahnya :

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagian harta adalah milik yang

kurang mampu, maka dari itu agar tidak termasuk orang-orang yang dzalim,

¥Tika Widiastuti. “Model Pendayagunaan Zakat produktif oleh Lembaga Zakat dalam
Meningkatkan Pendapatan Mustahiq.”dalam Jebis Vol.1, No.1, Januari-Juni 2015

’Didin Hafhiduddin, Tulus, dkk, Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses
Sosial Politik Bangsa

"Departemen Agama RI, al-qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Gema Risalah Press,
1989), h. 196.
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hendaknya memberikan yang menjadi hak mereka. Pendayagunaannya dengan
cara yang tepat karena sesungguhnya dana zakat yang terkumpul dapat

berpotensi meningkatkan taraf hidup mustahik apabila dirancang dan

diimplementasikan dengan tepat.

kan seca ta ke
ak zakat, yaitu delapa
kese secara merata.™

kat terbagi menjadi dua yaitu
harta. Zakat dalah z g berfungsi

slim kepada fitrah menyucikan jiwa m

disebabkan ulan sehingg

g dari fiF}ﬁ.RaE P Rj“luarkan 0

dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan. Sesuatu dapat disebut maal (harta/kekayaan)

apabila memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki/disimpan serta dapat

"Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan
Keuangan Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 125.
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diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya rumah, hasil pertanian,

emas, perak dan lain-lain.*?

Secara umum al-Quran menyatakan bahwa zakat itu diambil dari

setiap harta yang dimiliki. Ada apa sumber-sumber zakat, salah satu

i merupakan suatu hal yang

Sedangakan yang dila

rintah maupun swasta)

Parepare.
n 2009,
Parepare

nit yang

zakat dalam hal ini UPZ, juga mendistribusikan dana zakat ini kepada yang

membutuhkan. UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare berbeda

"2 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (PT Grasindo Jakarta, 2006).
h.21

' Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Gema Insani Jakarta, 2002),
h. 93
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dengan lembaga zakat yang lain, yaitu tidak bersifat independen dimana
segala sesuatunya berdasarkan kebijakan Kepala kantor Kementerian Agama

Kota Parepare yang juga selaku Pembina UPZ.

Proses pendistribusian zakat dikhususkan kepada keluarga

muzaki sebanyak dua or u, serta tenaga honorer yang

Parepare, jadi terbatas

itu juga
ang ada
mpulan zakat dalam Kantor
a Parepare, sesuai deng
pasal 28 dijelaskan
dahulukan mustahik dalam

ntuk keluarg i
I an kebijaka a Kantor

n Agama Kota Pare

PAREPARE

bentuk

kebutuhan sehari-hari dan produktif'kreatif yaitu memberikan bantuan untuk

pembangunan sekolah/madrasah, padahal ada beberapa bentuk distribusi zakat
yaitu distribusi bersifat konsumtif kreatif, distribusi bersifat produktif
tradisional. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk tertarik meneliti lebih
lanjut tentang optimalisasi pengelolaan dana zakat profesi pada Kantor

Kementerian Agama Kota Parepare.
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Fokus utama yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu
perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pertanggungjawaban dana

zakat profesi yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan | sebut maka yang menjadi

1.

2.

3. ndistribusian dana z . Kantor
a Parepare ?

4, ungjawaban zakat profes 1 Kantor

D. Tu

1.

Mendeskripsikan proses pengumpulan dana zakat profesi pada Kantor
Kementerian Agama Kota Parepare

c.  Mengetahui sejauh mana distribusi dana zakat profesi pada Kantor
Kementerian Agama Kota Parepare

d.  Mengetahui proses pertanggung jawaban dana zakat profesi pada

Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.
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2. Kegunaan Penelitian
a.  Kegunaan Teoritis
1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori tentang

proses pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan dana zakat profesi.

2)  Penelitian ini dihara menjadi referensi bagi penelitian

selanjutnya.

ana zakat profesi
ikan dan menambah
a instansi atau lemba
t profesi dikelola seca

an kemiskina

ya terdiri
dari li
sebagai

tentang hal-hal yang melatar belakangi diangkatnya judul ini. Setelah menjelaskan
latar belakang masalah, peneliti merumuskan beberapa permasalahan. Masalah
yang berkaitan dengan tujuan dan kegunaan penelitian juga peneliti paparkan
dalam bab ini. Untuk menghindari pengertian secara meluas, peneliti menjelaskan
definisi operasional dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya kajian pustaka

untuk memaparkan hasil bacaan peneliti terhadap buku-buku atau hasil penelitian
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terdahulu yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti serta
kemungkinan adanya signifikansi dan kontribusi akademik. Sebagai penutup bab,
peneliti menguraikan garis besar tesis.

Pada bab kedua yaitu Telaah Pustaka dan Landasan teori. Dalam bab ini

dijelaskan pada landasan teori cakup teori optimalisasi, teori

pengelolaan dan zakat pr litian yang dilakukan.
Bab ketiga, n tentang jenis serta
lokasi | iti i - lisi an yang

relevan
yang d pe Jaik i

resp maupun data sekunder

yang te A se penelitian yang ditem

i enga en penelitian diuraika

hasil penelitian.

Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini peneliti menjelaskan kesimpulan dari
hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan rekomendasi sebagai

implikasi dari sebuah penelitian.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka dan Landasan Teori

Beberapa buku, literatur, jur apat beberapa pembahasan mengenai

pengelolaan zakat secara u dilakukan antara lain :

1. Tesis Khusnul Hu i kat Produktif Sebagai

s tentang
zakat in ] i Jari pada
at ko

al, pemberian modal menjadi

ogra yang tolak ukurnya ad

am an kesejahteraaan pada
2. amz san Khaeriyah dengan judul agu kat pada
Zakat Nasi Kesejahtera at, tahun
litian ini m lisis terhada
5i manajemen dalam naan zakat pada Ba il Zakat
3 at Pada

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna, tahun 2008. Penelitian ini
menjelaskan tentang tinjauan hukum pengelolaan zakat terhadap program
badan amil zakat daerah.

4. Jurnal Penelitian Hertina dengan judul Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum

Islam Untuk Pemberdayaan Ummat (Hukum Islam, Vol. XIIl No. 1 Juni

2013). Penelitian ini menjelaskan tentang zakat profesi ditinjau dari perspektif

hukum islam dan hikmah diwajibkannnya zakat profesi

11
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Selain penelitian-penelitian di atas, sumber lain yang dapat dijadikan
bahan referensi dalam penelitian ini adalah :
1. Yusuf Qardawi dalam bukunya Hukum Zakat, yang di dalamnya

mengungkapkan berbagai gagasan dan pembahasan terkait dengan aspek

pengelolaan zakat baik dari sisi an, pendayagunaan dampak zakat,
serta hukum-hukum z

omian Modern, yang

ainuddin dalam Figh 1

dari beberapa segi, m

ana syarat-syarat wajib ang yang

Sari dengan judul Zakat dan Buku ini

tentang pe zakat, hikmg manfaat

acam-ma-up'l Akh m A R E

B. Landasan Teori
1. Optimalisasi
Menurut Depdikbud optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik,
tertinggi sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau

meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria
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yang telah ditetapkan. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu
fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada.
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata

dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan

paling baik. Sehingga optimalisasi tindakan proses, atau metodologi

f.14

untuk membuat sesuatu ional, atau lebih efekti

dapat mencapai suatu

gelolaan

adalah rbuatan mengelola ata kegiatan
tertentu kkan tenaga orang la embantu

tujuan organisasi ata

da semua ha terlibat dala aan dan
: an.®
laan berarti n pengawasa Ja semua
hal yan at dalam paﬁrﬁu id“pgapaian tu au suatu

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh (numuww) dan bertambah (ziyadah).

Jika diucapkan zaka al-zar’, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah.

!4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 800
'S Daryanto, Kamus Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), h.348

16 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 800
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Jika diucapkan zakat alnafagah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah.!”  Bila
satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat berarti bersih, dan juga dapat
diartikan menyucikan. Bila seseorang diberi sifat “zaka” (baik), maka dapat

diartikan, orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik.*®

Zakat juga memiliki beb tara lain ialah ‘pengembangan’.
Harta yang telah diser rkah terhadap sisa harta
sehingga secara k gun n secara kuantitatif
ng telah

oleh al-

terminology figh, seca finisikan

I harta kekayaan yang ah SWT

imanya.?

tm ni

""Wahbah Al-Zuhaly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung; PT Remaja
Rosdakarya, 2005), h. 82.

"y usuf Qardawi. Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk., (Jakarta: Litera Antar
Nusa, 2001). h. 4

' A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, Figh Ibadah. (Jakarta : Gaya media Pratama,
2002). h. 171.

» A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, Figh Ibadah.

*'Imam Tagqiy al-Din Abu Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-
Syafi'iy, Kifayat al-Akhyar fi Hali Ghiyat al-Ikhtishir, juz 1 (t.t: Syirkah al-Ma'arif 1i al-
Thab'i wa al-Nasyr, t.th), h. 172.
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Terjemahnya :

“Zakat adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada
kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.”

2) Madzhab Maliki mendefinisikan

t dengan mengeluarkan sebagian dari
harta yang khusus yan batas kuantitas minimal yang
berhak menerimanya

dan mencapai haul

3) an harta
itentukan oleh syari’a vt. Kata
arta sebagai milik (ta di atas
nghindaran dari kata ib

4) Syafi ndefinisikan zakat adalah se eluarnya

i dengan car.
5) Madzhab Hamb i ng wajib

pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang
dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, berkembang dan bertambah serta
suci. 2 Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Taubah/ 9: 103 dan QS. ar-Ruum

/130 : 39

22 Nuruddin Muhammad Ali, Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2006). h. 25

2 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern. (Jakarta : Gema Insani,
2002). h. 7
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&) pgale Jia lgs 348353 ph ekl A8k pgdigal (e 34
&

Sia

L&

paade puaiu W3 agd S
Terjemahnya :

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

"

ME uldl) JI3al b 3aad Ly 0w a3 L
A e 53

;,L%’.@/,/ N ) o ho T 4 -
ah dilgla Al Aal Ggdyd LSS (e adadl la

[P

&) 3351'4.23\

Terjemahnya :
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa
yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang
melipat gandakan (pahalanya).*

Zakat adalah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah
ditetapkan dalam al-Qur’an, sunah nabi dan ijma para ulama. Zakat juga
merupakan salah satu rukun Islam yang dikatakan sejajar dengan shalat. Inilah
yang menunjukkan bahwa betapa pentingya zakat sebagai salah satu rukun Islam
bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga
mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. jika ada yang menentang

adanya zakat maka harus dibunuh hingga melaksanakannya. Hal itu didasarkan

** Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Gema Risalah Press,
1989), h. 647
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ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang memerangi orang-orang yang
tidak mau menunaikan zakatnya, beliau mengatakan dengan tegas: “Demi Allah
akan kuperangi orang-orang yang membedakan antara shalat dan zakat.?

Zakat selain ibadah wajib bagi mereka, khususnya para kaum aghniya
(hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nisab) dan rentang
waktu satu tahun (haul). Zakat juga adalah merupakan sumber dari dana potensial
yang strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Zakat merupakan salah
satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik,
dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan
economic growth with equality. Zakat pun kini semakin menunjukkan perannya
yang semakin strategis. Bahkan zakat telah dianggap sebagai solusi atas
permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu kemiskinan dan
kesenjangan sosial.?®

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
zakat mengandung dua aspek, yaitu ketaatan kepada Allah swt dan amal shaleh
kepada masyarakat yang mustahik. Aspek ketaatan kepada Allah swt ialah dengan
menunaikaan zakat itu sendiri, yang artinya dia telah memenuhi kewajibannya
untuk memberikan sebagian dari hartanya dan ini merupakan bentuk ketagwaan
kepada Allah swt. Sedangkan aspek amal shaleh kepada masyarakat yang
membutuhkan (mustahiq) mengandung segi sosial dan segi ekonomi. Dipandang
dari segi sosial maka untuk kemashlahatan pribadi (mensucikan jiwa dan harta)

dan untuk kemashlahatan ummat (mustahik). Sedangkan dari segi ekonomi adalah

> 47 M. Ali Hasan, Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2006), h. 17

*® Didin Hafiduddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat,
Infaq, Sadagah, dan Wakaf (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 71.
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harta benda itu harus berputar dikalangan masyarakat, dan zakat menjadi daya

dorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat muslim.*’

b. Dalil-dalil tentang kewajiban zakat

Ada beberapa dalil yang hwa zakat merupakan kewajiban

karena menjadi salah sat erhatikan secara seksama,

dalil-dalil yang be term zakat selalu

AL

-~

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati

" Fakhruddin, Figih dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: UIN Malang Press,
2008), h. 21

K ementerian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 16.
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janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,
penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar
(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.?®

3) QS al-Maidah/5: 12;

u-n ol du’ Gl e ) adha Uiy il ) (o (3ise 200 31 3805
3 éi_ﬁ\/jcbbd\@a-d\udaéu
¥ Gua Ua b <l é&'a)ﬂu
A8 G i g

-
cw.// I

X

n menunaikan zakat sert
mereka dan kamu pinja
uhnya Aku akan me
akan Kumasukkan ke d
ngai. Maka barangsiaf

(mereka itu) adalah saudara-sautlaramu seagama Dan kami menjelaskan
ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.*

Selain itu, ditemukan juga ayat yang menggunakan term zakat, namun

tidak bergandengan dengan term salat, misalnya QS al-A'raf/7: 156.

Kementerian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 43.
%K ementerian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 160.

3'Kementerian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 279.
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u.\\.:.h aud.dmu l_r\"' 'Y\‘,A\gt\.\ml.ué.l\ o..\.AuAl_du.\Sb
Go Gl QLS o0 38 Ean iad 5 $LET (1 Ay Garal

& sha Gl 2 Gl B8 (158

Terjemahnya:

a ini dan di akhirat;

ball (bertaubat) kep
utimpakan kepada siapa

\ariman k

ketahUIIah bahwa AIIah Maha Kaya Iagl Maha TeerjI
Juga dalam QS al-Zariyat/51: 19.

adiaally Jilll B agligal Ay

Terjemahnya:

32K ementerian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 246.
3Kementerian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 67.
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Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang
miskin yang tidak diminta.>*

Di samping ayat-ayat telah dikutip, ditemukan pula dalil tentang dasar
hukum zakat yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain
adalah riwayat al-Bukhari, sebagai berikut:

dliﬁda ou\&ual_\ﬂuyb)ualmg.gd\uuduofﬂ@\&
Boal) Ay i Ay @l 8 W g k) a8 &l ASLLy) du;d...,.\z\t_a
Say! OB Sladd) La QU ((luidaa ) éMJ iz 5 58a0) B3N 3%

0 F
:}UAY\LAJU udbwy\g%jju\gi\.\&)éjﬁh Ji'\u\
(s A 81 95) % &) 5 408 6155 (&8 AT b b1 5 &l G aias G &

Terjemahnya:

Dari Abtu Hurairah berkata: Di suatu hari Nabi saw berkumpul bersama
sahabatnya, dan tiba-tiba Jibril mendatanginya lalu bertanya tentang Islam.
Beliau menjawab, Islam adalah menyembah kepada Allah dan tidak
mensekutukan-Nya dengan sesuatu, menegakkan shalat, menunaikan zakat
yang ditetap-kan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Jibril bertanya lagi,
apa Itu iman. Beliau ‘menjawab, lman adalah percaya kepada Allah,
malaikat-Nya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan. Nabi
saw ditanya lagi, ‘apa .itu thsan. Beliau menjawab, Ihsan adalah
menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, apabila engkau
tidak melihatnya, (yakinlah) Dia melihatmu. (HR. Bukhari).

Berdasarkan penjelasan beberapa dalil yang telah dikemukakan, baik dari
al-Qur’an maupun hadis, maka ditegaskan bahwa zakat adalah kewajiban. Hal
tersebut dipahami melalui dalil-dalil“tersebut yang dominan menggunakan fi’i/

amr (kalimat perintah) untuk menunaikan zakat. Kaidah ushul menegaskan:

**Kementerian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 859.

3% Abu‘ Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al-
Bukhari, sahih al-Bukhari, juz 11 (t.t. Dar Matba’a al-Sya’bi, t.th), h. 109.
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el J-‘s” uﬁ d-“s”% (pada dasarnya setiap perintah adalah kewajiban).
Kewajiban zakat juga dipahami dari dalil-dalil tentang kewajiban shalat, term sh
alat dan zakat tersebut selalu disebut secara bersamaan.

Kemudian Ali al-Bassam menjelaskan bahwa kewajiban zakat

mempunyai beberapa syarat, n rpenting adalah pertama, adalah

Islam, sebab zakat tida skipun dia akan ditanya

tentang zakat itu di meninggalkan zakat.

Kedua, tu tahun
kecuali

ar Islam
yang se i ng esensinya membaw K, kasih

dan memotong tiap j

enyamaan, kelapangan, di-sendi

. Di sisi lain sebagai

zakat ini
dipahami bahwa Islam adalah agama yang ajarannya membawa keadilan sosial,
yang memberikan jaminan bagi orang fakir yang lemah dalam mendapatkan
bahan makannya, dan jaminan kebebasan bagi orang kaya untuk memiliki harta

benda sesuai dengan kemampuannya dalam berusaha.

**Abd. Hamid al-Hakim, A/-Bayan fi Usul al-Figh (Lubnan: Dar al-Fikr wa al-
Malayin, t.th), h. 12.

3"Muhammad bin Ali al-Bassam, Taysir al-Allam Syarh Umdat al-Ahkam, h. 366.
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c. Jenis dan Kriteria Zakat
Berbagai literatur fikih menjelaskan bahwa zakat terdiri atas dua jenis,
yakni zakat fitrah dan zakat maal. Disebut zakat fitrah sebab diwajibkan di hari
raya fitrah, hari raya Idul fitri. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi
setiap orang Islam baik laki-laki ~maupun perempuan, dewasa atau pun
anak-anak, merdeka atau pun hamba. Adapun syarat mengeluarkan zakat
fitrah adalah Islam, bayi yang lahir sebelum terbenam matahari pada hari
penghabisan ramadhan, dan mempunyai kelebihan harta dari keperluan
makanan untuk dirinya sendiri dan yang wajib dinafkahinya.*®
Zakat fitrah merupakan pensuclan bagi orang yang berpuasa, sekaligus
sebagai’ rasa syukur kepada Allah atas karuniah-Nya = karena telah
menyempurnakan puasa Ramadhan, dan juga sebagai rasa syukur kepadanya
karena berbagai nikmat yang telah dilimpahkan selama satu tahun, yang diberikan
secara terus menerus, yang paling besar adalah.nikmat iman dan Islam.*® Dalil
yang berkenaan dengan zakat fitrah.adalah hadis dalam Bukhari dan Muslim,
alelia Jhil) 5185 Gash B Qs ) bl e d ) Ja8 0l o8
& SPIRNRE PATRE - ST 3 <
(4ode (30 Cpalindl
Terjemahnya :

Dari Ibn ‘Umar ra berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakatul fitri
satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari sya’ir atas tiap orang merdeka,
budak, lelaki, perempuan, dari setiap kaum muslim (Hadis disepakati
oleh Bukhari dan Muslim).

38 Agus Muchsin, Jurnal Hukum Dktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 175

*Imam Taqiy al-Din al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafi'iy, Kifayat al-Akhyar, h. 178.

“Al-Bukhari, sahih al-Bukhari, h. 108. Lihat juga dalam Abu al-husain Muslim bin
al-hajjaj al-Naisaburiy, sahih Muslim, juz 1 (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h. 178.
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Berdasarkan hadis tersebut, diketahui bahwa Nabi saw., mewajibkan zakat
fitrah atas semua orang muslim yang memiliki kelebihan bahan makanan pada
hari itu, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, perempuan maupun laki-laki,

dewasa maupun anak kecil, hendaknya mereka mengeluarkan satu sha’ dari

kurma, atau gandum, atau jenis m lainnya.
Orang yang diwaji ialah muslim, dan waktu

adalah sesudah atahari (sudah mulai

zakat 3 ng wajib

eh s

uslim apabila telah sa : isab dan

sus t harta, pendayagunaan i kan pada

diberi harta ¢ at, maka

Kir bagairpﬂeﬁrf ' KrtﬁaE itu-mer-1j

menjadi

Zakat fitrah harus diorientasikan pada hal-hal yang bersifat konsumtif.
Tujuan utama dari zakat fitrah ini, adalah bagaimana agar pada saat hari raya tidak

ditemukan lagi fakir dan miskin yang tidak bisa makan. Artinya bahwa zakat

*ISayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, jilid III (Cet. VIII: Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabiya,
2003),h. 28.

Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, h. 24. Lihat juga Wahbah al-Zuhaily, A/-Figh al-
Islamiy wa Adillatuhu, juz IV (Suriah: Dar al-Fikr, 2000), h. 12.
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fitrah itu ditujukan pada sasaran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.
Namun hal itu dikecualikan apabila setelah dibagikan kepada fakir miskin untuk
kebutuhan hari raya harta zakat masih tersisa, maka harta zakat boleh diarahkan

pada hal-hal yang bersifat produktif untuk menyongsong masa depan fakir dan

miskin itu sendiri demi untuk ki idupnya, untuk digunakan dalam

berusaha, bekerja, mencari k dan keluarga.
Harta-harta berapa macam, yaitu

harta p

Nisab (Ekor) Kadar Zakat

1 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba
1 5-9
berumur 1 tahun atau lebih

2 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba
2 10-14

berumur 1 tahun atau lebih

 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk, h. 170
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3 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba
3 15-19
berumur 1 tahun lebih

4 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba
4 20-24
berumur 1 tahun atau lebih

ur 1 tahun memasuki

ekor, maka zakatnya

arakan (qi pi, yaitu
seba a seseorang telah memil 3 pau, atau

isab dan

No

1
2 40-59 1 ekor sapi betina umur 2 tahun memasuki tahun ke-3
3 60-69 2 ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke-2
1 ekor sapi umur 2 tahun memasuki tahun ke-3 dan
4 70-79
1 ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke-2
5 80-89 1 ekor sapi umur 2 tahun memasuki tahun ke-3

“yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk, h. 195
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Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, maka zakatnya
bertambah 1 ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke-2. Apabila jumlah itu
bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi umur 2 tahun

memasuki tahun ke-3

¢) Kambing atau Domba
Nisab kambing a 0 ekor. Apabila seseorang
wajib mengeluarkan

u domba

Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditentukan kadar jumlah
ternaknya yang pasti sebagaimana dalam ternak unta, sapi, dan kambing. Nisab
pada ternak unggas dan perikanan ditentukan dengan nilai sebesar 20 dinar atau

85 gram emas. Apabila seorang peternak unggas dan perikanan di akhir tahun

“yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk, h. 186
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(tutup buku) memiliki jumlah ternak senilai 85 gram emas, maka peternak itu
telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.°
2. Emas dan Perak

Nisab kewajiban mengeluarkan zakat emas adalah 20 dinar atau 80 gram

murni (1 dinar sama dengan 4,2 urni) dan zakat perak adalah 200

diram atau setara den seseorang telah memiliki

tabungan perharga,

mlahnya telah senilai an perak,
katnya sebesarnya 2,5%
3. Hart : usahaan

dari " hasil i i asa, dan

sebesar
ku telah
A peniaga
itu tel uh harta
perniagaannya. Apabila perniagaan itu‘berupa musyarakah (kerjasama/koperasi)
dari beberapa orang, maka sebelum harta perniagaan itu dibagikan kepada
masing-masing sesuai dengan porsinya, harta perniagaan itu wajib terlebih

dahulu dikeluarkan zakatnya. Ketentuan ini berlaku apabila pihak-pihak yang

“ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern. h. 96
" Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk, h. 249
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berserikat itu semuanya beragama Islam. Tetapi, bila dalam musyarakah itu
terdapat non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari harta perniagaan yang
menjadi hak musyarik yang muslim.*

4. Hasil Pertanian

Nisab hasil pertanian ad atau setara dengan 750 kg. Namun

kadar yang harus dikel atnya terbagi kepada dua

bagian, yaitu perta pertanian itu dia air hujan atau sungai,

maka anian itu
diairi tersebut
silan lain selain dari y;
dapat dianalogikan (di

at dalam al-Qur’an dan i atan dari

jasa I Apabila tida

u-n k-rite-rip'exf ﬁtﬂkjiﬁigati. Bila

etap

harta yang dimiliki oleh seseorang itu wajib dikeluarkan zakat atau tidak, bukan
sekedar nilainya (nisab), tetapi masih ada sisi-sisi lainnya serta kriteria-kriteria
tertentu yang harus dipenuhi, yang dalam hal ini paling tidak ada lima kriteria

utama yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu:

 yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk, h. 300

* Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk, h. 332
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a. Harta itu dimiliki secara sempurna (al-milkut-taam)
Harta yang dimiliki secara sempurna adalah seseorang memiliki harta
secara sepenuhnya dan dia mampu untuk membelanjakannya atau

memakainya, kapanpun dia mau melakukannya.®® Hal ini berbeda dengan

seorang yang memiliki harta k secara sempurna, yaitu jika

seseorang secara St emilik, namun dalam

kenyataannya, hart

arta secara kolektif tan i S pasti hak

menggugurkan penge secara
etail dari ha ang dimilik ra tidak

akan kemba

ﬁ HyE tetapi ua

si Arrpﬁiﬁk

. Secara
hukum, uang yang dipinjam itu miltk si A, namun karena tidak jelas lagi
apakah uangnya itu akan kembali atau tidak, maka kepemilikian uang itu oleh

si A disebut kepemilikan yang tidak sempurna. Maka dalam hal ini, si A tidak

**Djamaluddin Ahmad al-Buny, Problematika Harta dan Zakat (Surabaya: Bina Ilmu,
2004), h. 61.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



31

diwajibkan membayar zakat atas uang yang tidak lagi dimilikinya secara
sempurna itu.
2). Harta yang telah diwagafkan untuk umat

Bentuk lain dari syarat yang pertama ini adalah bila ada harta yang

tidak ada atau tidak jelas pemili pasti, maka harta itu tidak wajib

dikeluarkan zakatnya. diwagafkan untuk umat
dimiliki oleh p tetapi menjadi milik

ada kewaji an zakat

salah wag is Wa ng lebih
an yang biasa kita ke
yang bersifat pribadi,
seseorang sebagai hart i secara

rumah untu ng ustaz

itu saja. Ma s rumah

ini, r dikf';ltakaﬁelx ﬁllmﬁs‘ﬁggﬂa

ra alam,
fakir miskin atau anak yatim. Harta 'seperti ini bukan lagi milik perorangan
atau pihak tertentu, melainkan telah menjadi hak mereka secara umum. Harta
yang seperti ini pun termasuk yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab
dalam hal ini, belum ditetapkan jati diri tiap orang dan berapa nilai yang

mereka miliki.Namun bila harta itu telah dibagikan perindividu, dimana
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masing-masing orang telah menerima secara sepenuhnya harta untuk mereka,
maka barulah harta itu dikatakan telah dimiliki secara sempurna.™
4). Harta milik negara

Termasuk dalam kriteria ini adalah harta yang dimiliki oleh negara.

Harta itu berarti tidak dimiliki angan, melainkan menjadi harta

bersama milik rakyat. iban untuk mengeluarkan
. Dalam hal ini ik negara tidak bisa

elainkan

ri pihak lain termasu

oleh pihak lain, jelas

pemili itu. Maka si peminja k punya
kewaj enge n zakatnya. ab si pemi
pemili itu.
: gelolaan Z
rkan Undpxrﬁl ﬁ%ﬁogia Nomo
i d al adc i

zakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah™? :
a) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan

ibadah zakat.

SUYusuf Qardawi, Hukum Zakat, T erjemahan. Salman Harun dkk, h. 673
52 yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk, h. 675

33 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, BAB I, Pasal 8 dan Pasal 9.
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b) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
¢) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

5. Prinsip Pengelolaan Zakat

Prinsip yang digunaka elolaan zakat menurut Yusuf

Qardawi adalah®*:

g Yyang

menjadi

landaskan kepada hok

h

' pakan ola dan
dasarkan am b dalam al-Q

keadil
““"PAREPARE

pada daerah lain yang pengumpulan zakatnya sedikit, karena bisa jadi di sana
lebih banyak fakir miskin. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sebaiknya
disalurkan ke wilayah di mana zakat dikumpulkan. Pendistribusian yang baik

adalah keadilan di antara semua golongan. Adil di sini yang dimaksud adalah

“Yusuf  Qardawi, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan.
Terjemahan oleh Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 161
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bukanlah ukuran yang sama, tetapi tujuannya adalah untuk menjaga
kepentingan umat.
d) Prinsip akuntablitas

Prinsip akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana

zakat melalui pelaporan (hasil p g dapat dipertanggungjawabkan.

Di mana pertanggung ja jukan kepada masyarakat

(terutama muzaki), dan lainnya.

ublik terhadap lemba mbulkan
penilaian yang negati ercayaan
ertugas untuk mengum mengira

g telah

efi-sifansi-PA R dPA R E

Kemudian hendaknya amil diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak
terlalu kecil dan tidak juga berlebihan.

6. Unsur Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, dijelaskan bahwa unsur

pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan
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pengkoordinasiandalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
zakat.
a. Pengumpulan

1) Pengertian pengumpulan

Pengumpulan adalah perbuatan mengumpulkan

perhimpunan dan pen an zakat bisa optimal,
petugas zakat haru nan yang benar dan
profesi
a) ni dapat

asi sumber G ada dan
berdasarkan potensi di suatu
b) nggalian sumber zakat itu aktif

aki untuk men

unan zakat.

awal masppmeﬁt-rrlpﬁﬂlg Sé\_N’ -pe

kebijakan ekonomi pemerintah Islamiyang nantinya dapat mensejahterakan
umat muslim pada saat itu. Rasulullah saw membentuk lima struktural

kepengurusan amil zakat yang memiliki fungsi, tugas dan bertanggung jawab

53 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 475

%% Lili Bariadi, Muhammada Zen dan M. Hudri, Zakat dan Wirausaha (Jakarta: Centre
for Enterpreneurship Development, 2005), h.100
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terhadap pengelolaan zakat tersebut.’” Adapun struktur pengurus amil zakat
adalah:
(1) Katabah, yaitu petugas yang mencatat para wajib zakat

(2) Hasabah, yaitu petugas yang menaksir dan menghitung zakat

(3) Jubah, yaitu petuga rik, mengambil zakat dari para
muzaki

memelihara harta

ugas yang meng

2)
i400.58

pulan zakat, yaitu:
ih orang yang mengab
mencatat, mengadminis akat dari
sosialisasi d
menerima zakat)

li ang dibeb:

ARE™™"

1 setelah

e-Iue-lrkarpax he

1) Pengertian distribusi

" Mustafa Edwin Nasution, et. al, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam (Jakarta:
Kencana), 2004, h.214

> Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat Infag dan Shadakah (Menurut hukum syara’
dan undang-undang), (Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2006), h. 89
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Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti
pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran
(pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapat tempat.*®

Sasaran distibusi zakat adalah pihak-pihak yang diperbolehkan

menerima zakat menurut hukum an tujuan distribusi  zakat adalah

untuk meningkatkan ke am bidang perekonomian

sehingga dapat me kelompok masyara urang mampu, yang

pada akhi i lompe

dilakuk
untuk if namun dana zakat
Terdapz lam sistem pendistibus
(@) arsial, dalam hal ini d
dilaksanaka

ke

(b)

nantinya mereka menjadi muzaki.

59Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2002), h. 612

 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003),
h. 169

' Ahmad M. Syaifuddin. Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam, (Jakarta:
Rajawali, 1987), h. 51
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Oleh karena itu pendistribusian dana zakat tidak hanya diberikan
kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk
lain yang dapat digunakan secar produktif.

2) Pola Pendistribusian Zakat

Salah satu fungsi zakat si sosial sebagai sarana saling

berhubungan sesama m kaya dan miskin, karena

dana zakat dapat an secara kreati engatasi kemiskinan

ktif untuk i yduktif. 5

zakat, pola pendist 3 egorikan

onsumtif tradisional Y

dim tkan secara | i z3 ah yang

bentuk

plah atau

c. Distribusi bersifat produktif ‘tradisional/konvensional dimana zakat
diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing,

sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan

%2Hamka, Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat,
Kementerian Agama RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat,
2012, h. 66-67
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dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir
miskin.

d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam
bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah
modal pedagang pengusaha-kecil. *

Selain inovasi distribusi tersebut, maka pendayagunaan juga memerlukan
sistem menejemen, karena suatu sistem (pengelolaan) dikatakan baik apabila
proses manajementelah terlaksanasdengan Joaik - pula: Yang pertamawyaitu proses
perencanaan (planning), proses pengorganisasian (organizing), proses pengarahan

(leading/directing) dan proses pengawasan atau pengendalian (controlling). **

7. Zakat Profesi
a. Sejarah Zakat Profesi
Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam hukum Islam. Al-
Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat
profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi*i, dan
Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat
profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan
masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid.
Hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum
yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis
pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan

imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal

SMuhammad Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan
Kesadaran dan Membangun Jaringan (Jakarta: Kencana, 2006), h. 146-147.

%Fathul Aminudin Azis, Manajemen dalam Perspektif Islam (Cilacap: Pustaka El-
Bayan, 2012), h. 12.
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(tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab figh klasik. Wajar apabila sekarang
terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada
ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak
mewajibkannya.

Sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi
dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan
profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk
menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai
kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. Forum diskusi ini
barangkali bisa kita jadikan semacam indikasi bagaimana kalangan profesional
kita sangat respek terhadap masalah zakat profesi ini.

Zakat profesi adalah masalah baru, tidak pernah ada dalam sepanjang
sejarah Islam sejak masa Rasulullah saw hingga tahun 60- an akhir pada abad ke-
20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat
profesi adalah Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Figh Az- Zakah, yang
cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qardhawi dalam
hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab
Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di
Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya
setelah kitab dari Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit pada
tahun 1999.%

65Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut
Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01, No. 01, Maret 2015 (Diakses 10 April
2019, pukul 10.30 Wita)
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Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga
pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik
BAZDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti
PKPU, Dompet Dhuafa, dan sebagainya. Sampai hari ini, salah satu objek zakat
yang masih diperdebatkan ahli hukum Islam, adalah zakat profesi.®

Beberapa hal yang menyebabkan zakat profesi secara hukum dianggap
tanpa dasar pijakan yang kuat dalam tradisi hukum Islam, diantaranya; keberadaan
zakat profesi belum pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad
saw pada zaman dia masih hidup (al Qardawi, 1973: 167), hal ini yang membuat
eksistensi zakat profesi ini menjadi hal yang dianggap historis dalam syariat
Islam. Padahal, pengamalan suatu bentuk aktifitas ibadah/muamalah oleh Nabi
saw semasa dia masih hidup, akan membuat bentuk aktifitas ibadah/muamalah
tersebut memiliki legalitas dan landasan yang kuat, karena pengamalan Nabi
adalah bagian dari penafsiran dia terhadap ajaran prinsipil yang bersumber dari al-
Quran.

Salah satu organisasi massa Islam yaitu Muhammadiyah, pada mulanya
belum menerima/sepakat zakat profesi sebagai objek zakat, hasil Muktamar Tarjih
Muhammadiyah XXI yang diselenggarakan di Kota Malang tanggal 12-16
Februari 1989, yang membahas tentang zakat profesi, akan tetapi masalah tersebut
belum bisa diselesaikan, karena belum adanya kesepakatan final. Kemudian, baru
pada Munas Tarjih Muhammadiyah XXV di Jakarta tanggal 5-7 Juli 2000,

berhasil menetapkan, bahwa zakat profesi wajib.®’

Faridah. “Persepsi Kyai Pondok Pesantren Terhadap Zakat Profesi”. Jurisdictie.
Volume 2 Nomor 1 Juni 2011.

7 Muhammad. Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Figh Kontemporer (cetakan I).
Jakarta: Salemba Diniyah, 2002. h. 48
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Hal tersebut menunjukkan ada dinamika pemikiran hukum yang
berkembang, tentunya menggunakan metodologi ijitihad dan istinbath yang cukup
kuat dalam menetapkan hukum baru.

Selain dari itu, al Qardawi dalam hukum zakatnya memberikan porsi khusus,
atau paling tidak memasukkan item zakat profesi dalam objek harta yang harus
dizakati oleh setiap muslim yang memenuhi syarat dan rukunnya.®®

b. Pengertian Zakat Profesi

Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya
secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat
sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi
diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab. Pertama, al-
mihnah, Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih
mengandalkan kinerja otak. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan
hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Kedua, al-hirfah, Kata ini lebih
sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau
tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada
konveksi, buruh bangunan, dan lain-lain®

Pengertian serta dasar zakat profesi, kata profesi berasal dari bahasa
Inggris “profession” yang berarti pekerjaan.” Profesi dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian

% Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk, h. 460

% Asmuni Muhammad, Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial. La Riba,
Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1, No. 1, Juli 2007. (Diakses 14 Juli 2018, pukul 17.25 Wita).

"John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian
Dictionary), (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 449.
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(ketrampilan, kejuruan, dsb) tertentu,”" begitu juga menurut Ensiklopedia
Menejemen adalah merupakan suatu jenis pekerjaan karena sifatnya menuntut
pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa yang termasuk ke
dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntan, guru, arsitek, ahli
astronomi dan pekerjaan yang sesifat lainnya.’? Dalam arti luas semua pekerjaan
tetap dan penuh yang mendatangkan nafkah yang dilakukan dengan keahlian

tertentu disertai dengan norma-norma yang baik, "

menurut

Abraha
1) gunakan
n tujuan
2) i pekerjaan saintifik be an yang

3) i merupakan pekerj ikal, artinya buk lu teori
mik tetapi da ktekkan;

4) i terorgaﬁisﬁrglﬁmti“ standar naannya

N

5) orientasi

kepada masyarakat yang® dilayaninya bukan kepada diri

""Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1997), h. 789.

2K omaruddin, Ensiklopedia Menejemen, ed. II., (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 712
M. Dahlan Y. Al-Basry, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual (Surabaya: Target
Press, 2003), h. 168

74Wirawan, Profesi kepustakawanan: suatu analisa. Makalah disampaikan pada Rapat
Kerja Pusat IPI di Mataram, N7B, tanggal 21-23 Juli 1993.
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profesionalisme. Sedangkan profesionalisme menunjukkan ide, aliran,
isme yang bertujuan mengembangkan profesi, agar profesi
dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada norma-norma,

standar dan kode etik serta memberikan layanan terbaik kepada klien.

Friedman dalam Sudarw. akuan atas suatu pekerjaan agar

menjadi suatu profesi su alui tahap yaitu registrasi

2)
diajukan memenuhi
a atas kema ' s an yang

tifi yang me 2njelasan
yang
3) dimiliki
i negara
untuk mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan yang
dimiliknya.
Sesuai dengan ajaran agama Islam, bahwa setiap pekerjaan harus
dilakukan secara profesional, dalam arti harus dilakukan dengan benar. Hal ini

hanya mungkin dilakukan oleh orang ahlinya. Menyerahkan suatu pekerjaan

Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan profesionalisme
Tenaga Kependidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 30
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kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, Nabi Muhammad

saw, bersabda;
75 (s JAl) $133) 48Ul I8 Alh 18 ) 58 3003

Terjemahnya :

“Apabila suatu pekerjaar
maka tunggulah keh

epada orang yang bukan ahlinya,

ari)

Zakat profesi profesional tertentu.

Ul Kaltkaln dendall d dKd )| dadaladll

Maka hila

akat yang

dikenak ntu baik

yang d N S maupu akukan b ang  atau

lembag yang silkan uang, gaji, hon an yang

menen b, i am istilah figih diken n né -mal al-

mustara ntoh ah penghasilan yang di oleh g dokter,

insinyu kat, iman, dosen, perancang busa penjé ontraktor

pemba lawyer, hakim, rtir, akuntan u pasar

modal, entertaime ara, pelawak, de againya.

Sedang ang dilakukan se ersama-sama, Mmisa pegawai

(pemer au swasta) denda llll € 'ua’ul i"n (C11 _updll dla 8

Zakat profesi merupakan zakat al-mal al-mustafad (harta yang diperoleh
melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal. Jenis-jenis yang

termasuk al-mal al-mustafad antara lain :

"% Abu ¢ Abdillah Muhammad ibn Isma‘il Al-Bukhariy, Sahih al-Bukhari (Cet. 111, Beirut:
Dar Ibn Kasir. 1407 H./1987), h. 848.

" Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk, h. 460
8 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk, h. 487
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1) al-"amalah, yaitu penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau

gaji atas pekerjaan tertentu

2) al-atiyah, yaitu sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara

teratur oleh prajurit negara Islam dari baitul mal

3) al-mazalim, yaitu harta yang disita secara tidak sah oleh peguasa

terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya.”

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Yusuf Qardawi berpendapat;
kategori zakat profesi yang wajib dizakati adalah segala macam pendapatan yang
didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat.

Itu berarti, zakat profesi diperoleh dari hasil usaha manusia yang
mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nishab. Bukan dari jenis harta
kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui al Qur’an dan
hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan
(uang, emas, dan perak), dan harta rikaz.

Kewajiban zakat profesi adalah merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad
ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil al- Qur’an yang umum
ataupun melalui inspirasi Sunnah yang sejalan dengan prinsip al- Qur’an
tersebut.*

c. Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi (penghasilan) sebagaimana tersebut di atas termaksud

masalah ijtihadi, yang perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum

syari’ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar’i yang terkait.

" Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk, h. 488

% Muhammad Aziz dan Sholikah, “Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Perspektif
Yusuf Al Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia”’. Ulul
Albab Volume 16, No.1 Tahun 2015, (89-115), h. 103.
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Menurut Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat.®
hal itu berdasar firman Allah QS. al-Bagarah /2 : 267
o2 ) e A8 G AT Ly 22 e el (e 158850 ) sl Gl i 4
) 3l ) § 4 | guaais G ) 4338, BTy ¢y 8455 A Gl ) a5 ¥
lad L 0
Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah
kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. al-Bagarah/2 : 267)

Kata ma adalah termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang
artinya “apa saja”. Jadi ma kasabtum artinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang
kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan
yang diperoleh (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat
berdasarkan ketentuan QS. al-Bagarah /2: 267 tersebut yang mengandung
pengertian umum.®?

Kemudian dalam sebuah hadis dari Mu’az bin Jabal, diriwayatkan oleh
Imam Bukhari, disebutkan bahwa:

5ala ¢l RASEIIES e JBLEE 0 O (s By dak (e
OR oy Lid G 31 (R (e aadi 5380 438 06 (R (e AL U
83(&)@‘ ol 5) 1 alla

Terjemahnya :

Dari Mu’az bin Jabal, bahwasanya Nabi saw utus dia ke Yaman dan dia
diperintahkan mengambil zakat dari tiap-tiap tiga puluh sapi, satu tabi’

8! Masfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, (Jakarta: Haji Masagung, 1991), h.. 214.
82 Masfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, h. 215

3 Abii ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al-
Bukhari, Sahih al-Bukhdri, h. 110
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atau tan’aih (sapi berumur satu tahun jantan atau betina) dan tiap-tiap
empat puluh satu musinnah (sapi yang berumur dua tahun betina) dan
tiap-tiap orang yang balig satu dinar.

Melalui kedua ayat tersebut dan hadis di atas, dipahami bahwa setiap harta
yang dimiliki dan hasil usaha yang diperoleh seharusnya dinafkahkan atau

dikeluarkan zakatnya. Inilah yang dis engan zakat profesi.®!

Hadis di atas juga etiap jenis zakat mempunyai

nisab atau kadar dan I timbulnya kewajiban

mengeluarkan zaka n mengenai zakat p dapat tiga pendapat

ogikan zakat profesi
85 gram emas, kada 2 sen dan
telah dikurangi kebutuh

gikan kepada zakat pertania nilai 653

atau gandum ersen dan di
kali me an penghasilan at

menyandarkan ana rofesi kepada zakat

tidak ad pada zakaAenaE akRiEan kadar en setiap

Berdasarkan ketentuan ini, dapat ditegaskan bahwa landasan hukum
tentang zakat profesi ditemukan interpretasinya dalam beberapa ayat seperti yang
telah dikemukakan, dalam hal ini landasan hukum zakat secara umum disebutkan
sebanyak 32 kali dalam al-Qur’an dan sebagian besar disebutkan beriringan

dengan perintah untuk mendirikan salat. Bahkan, jika digabung dengan perintah

% Muhammad Fachruddin, Zakat Profesi, h. 15.
% Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern. h. 96-98
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memberikan sedegah, infaq untuk kebaikan dan anjuran memberi makan kepada
fakir miskin, mencapai 115 kali.?
Hal ini membuktikan bahwa kesalehan seseorang yang dimanifestasikan

dalam bentuk pemenuhan membayar zakat, sangat menentukan, termasuk

menunaikan zakat profesi bagi ka I merupakan suatu keharusan yang

implementasinya sekali engalaman hukum zakat

yang bersumberkan alil nas, meskip

menyeb i : tersebut
meruju
tentang
lagi ma sebuah isyarat akan b kat bagi
profesi.
an  zakat

sa ini peke eseorang

ukup besar.

sekarang ini

ierhnganennya

petani.
d. Pandangan Fugaha dan Penetapan Hukumnya

1) Pandangan Beberapa Mazhab

% Muhammad Fu’ad Abd. al-Baqy, al-Mu’jam al-Mufahras Ii Alfazh al-Qur’an al-
Karim (Bairut: Dar al-Masyriq, 2002), h. 711-712.
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Pandangan beberapa mazhab tidak sependapat tentang wajibnya zakat
penghasilan, sebagaimana berikut ini :

a) Imam Syafi’i berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan
zakatnya bila mencapai waktu setahun, meskipun ia memiliki harta sejenis
yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan
dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai
nisab, dan bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.®’

b) Menurut Imam Malik bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan
zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis
dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang piaraan.
Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan
bukan anaknya dan ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dan sudah
mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakat dari keseluruhan
binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu
nisab, maka tidak wajib zakat.®
Secara umum, ada sebuah kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar
hasil dari sebuah transaksi, ataupun dari cara lain, yang kemudian ia
investasikan dalam perdagangan, maka begitu jumlahnya meningkat pada
jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlalu sejak
transaksi pertama, Imam Malik berkata, ia harus membayar zakat
meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum

ataupun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus

8 Ybni Hazm, al-Miihalla, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyabh, tt.), h. 196.
% Tbnu Hazm, al-Miihalla ., h. 196.
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dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan
waktu satu tahun telah melewatinya.®

c) Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu
dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada
pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus
dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat harta penghasilan itu dikeluarkan
pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan
demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski
satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib
mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta
yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan
atau yang lainnya.*

Ketiga pendapat imam mazhab terhadap harta penghasilan satu sama lain
berbeda. Imam Syafi’i mensyaratkan adanya satu nisab dan mencapai waktu
setahun untuk mengeluarkan zakat harta penghasilan, demikian pula Imam
mengeluarkan zakat harta penghasilan, demikian pula Imam Malik tidak
mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan kecuali setelah mencapai masa
setahun dengan syarat mencapai nisab. Adapun Imam Abu Hanifah
mempersyaratkan setahun penuh pemilikan harta penghasilan, kecuali apabila
harta tersebut sudah ada satu nisab, maka zakat harta penghasilan itu harus
dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan
tahun. Sedangkan dalam literatur tidak ditemukan pendapat Imam Hanbali tentang

masalah zakat profesi.

Y Al-Zarqany, Syarh al-Zargany ala Muwatta’ al-Imam Maliki, juz II, (Ttp: Dar
alFikr,tt.), h. 98-99.

% Ibnu Hazm, al-Muhalla, h. 196.
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Mencermati pendapat-pendapat tersebut, maka harta penghasilan yang
dicontohkan oleh ketiga Imam Mazhab tersebut belum menyentuh penghasilan
yang diperoleh dari jual jasa seperti dokter, insiyur, advokat dan lain-lain, yang
termasuk kategori profesi. Yusuf Qardawi mempertanyakan apakah berlaku pula
ketentuan setahun penuh bagi zakat “harta penghasilan” buat yang berkembang
bukan dari kenyataan lain, tetapi karena penyebab bebas seperti upah kerja, hasil
profesi, investasi modal, pemberian dan semacamnya.®

Selain pendapat guru-guru besar sebagaimana di atas, ada pendapat lain
yang lebih jelas dan lebih mendasar merujuk kepada dua hal yaitu keumuman nas
QS. al-Bagarah/2 : 267 dan giyas. Pendapat di atas adalah pendapat Muhamamd
al-Gazali. Beliau menyatakan bahwa siapa yang mempunyai pendapatan-
pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka
ila wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa
mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya,
berdasarkan hal ini, seorang dokter, advokat insiyur, pengusaha, pekerja,
karyawan. pegawai dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari
pendapatannya yang besar.

Jenis-jenis pendapatan sebagaimana di atas yang menyangkut profesi pada
umumnya lebih besar daripada yang diperoleh oleh seorang petani, bahkan kadang
kala sampai berlipat 5-10 kali. Oleh karenanya penghasilan profesi tidak perlu
diragukan lagi untuk wajib dikeluarkan zakatnya.

e. Pandangan Yusuf Qardawi
PandanganYusuf Qardawi ditulis secara terpisah, tidak dimasukkan dalam

sub bab pandangan fuqaha, tiada lain adalah karena Yisuf Qardawi mempunyai

! Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terjemahan. Salman Harun dkk, h. 491.
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gaya tersendiri dalam membahas zakat hasil pencarian dan profesi. Pembahasan
yang panjang Yusuf Qardawi mempergunakan metode-metode:

Pertama, muqaranah, memperbandingkan pendapat-pendapat yang
masyhur baik dari para sahabat, tabi’in, ulamaulama mazhab bahkan ulama-ulama
masa Kini.

Kedua, pengujian dan seleksi, diteliti nas-nas yang berhubungan dangan
status zakat dalam beracam-macam kekayaan

Ketiga, berpegang pada prinsip bahwa dalil (nas) berlaku umum selama
tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus.

Keempat, memperhatikan hikmah dan tujuan pembuat syari’at mewajibkan
zakat.

Setelah memperbandingkan pendapat-pendapat tentang zakat profesi
dengan alasan masing-masing dan meneliti nas-nas yang berhubungan dengan
status zakat dalam berbagai macam kekayaan serta memperhatikan hikmah dan
maksud tujuan disyari’atkannya wajib zakat dan kebulatan umat Islam pada masa
sekarang, maka Yusuf Qardawi berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti gaji
pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insiyur, advokat dan yang lain
mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal
yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti mobil, kapal, pesawat
terbang, percetakan, tempat-tempat hibnuran, dan lainlainnya, tidak disyaratkan
dalam mengeluarkan wajib zakat harus menunggu satu tahun pemilikan, akan
tetapi harus dikeluarkan zakatnya pada waktu menerimanya.

Menentukan wajib zakat hasil profesi tidak menunggu satu tahun, Yusuf

al-Qardawi memberikan beberapa alasan yang antara lain:
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1) Bahwasannya berdasarkan ketetapan para ulama hadis persyaratan satu
tahun (haul) dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak
berdasar nas yang mencapai tingkat sahih atau hasan yang darinya bisa
diambil ketentuan hukum syara’ yang berlaku umum bagi umat.

2) Walaupun ada perbedaan antara sahabat dan tabi’in dalam masalah haul
tetapi perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik dari
pada yang lain, oleh karena itu, maka persoalannya dikembalikan pada
nas-nas yang lain dan kaidah-kaidah yang lebih umum

3) Para ulama yang tidak mempersyaratakan satu tahun bagi syarat harta
penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nas yang berlaku umum
daripada mereka yang mempersyaratkannya, karena nas-nas yang
mewajibkan zakat baik al-Qur’an maupun dalam Sunah datang secara
umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun.

4) Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang muslim
digiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada
waktu panen.”

Sekian banyak alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi dalam
memilih pendapat yang membuat Yasuf Qardawi lebih kuat tentang zakat profesi
pada saat diterima tanpa menunggu waktu setahun adalah sangat menekankan
pada:

1) QS. al-Bagarah (2 : 267) yang bersifat umum dan hadis-hadis yang
bersifat umum pula, baik keumumnnya menyangkut materi hasil usaha,

apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium,

2 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat. h. 243
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gaji dan lain-lainnya, atau keumumannya dari segi waktu yang tidak
membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.

2) Menggunakan dalil qgiyas (analogical reasoning). Sudah tentu
menggunakan dalil giyas sebagai dalil dalil syar’i harus memenuhi syarat
rukunnya, agar dapat menemukan hukum ijtihadi yang akurat dan
proporsional. Pemakaian giyas, adanya persamaan illat hukum (alasan
yang menyebabkan adanya hukum) harus benar-benar ada, baik pada
pokok yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan al-Qur’an dan
atau hadis, maupun pada masalah cabang yang mau dicari hukumnya,
sebab illat hukum itu merupakan landasan giyas. Masalah ini, yaitu
wajibnya zakat hasil usaha atau sejenisnya pada saat diterima (tanpa
menunggu setahun) digiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman
dan buah-buahan pada waktu panen, karena kedua-duannya adalah sama-
sama rizki dan nikmat dari Allah.

3) Penanaman nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan
suka memberi dalam jiwa seseorang muslim. Karena membebaskan
penghasilan-penghasilan yang berkembang sekarang ini dari sedekah
wajib atau zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat
orang-orang hanya bekerja, berbelanja, dan bersenang-senang, tanpa
harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan
kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan
berusaha.

Perbedaan pendapat para fugaha tentang nisab, dan prosentase zakat
profesi, pembahasan tentang rukun dan syarat zakat profesi di sini stressingnya

adalah pada kajian nisab, haul dan besar atau prosentase zakat yang dikeluarkan.
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Nisab zakat profesi, harta penghasilan harus dikeluarkan zakatnya apabila
sudah mencapai nisab. Nisab adalah ukuran yang telah ditentukan oleh syari’
sebagai tanda atas wajibnya zakat.*atau dengan kata lain, nisab adalah batas
minimal suatu penghasilan atau pendapatan yang harus dizakati. Nisab ini adalah
sebagai batas untuk menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib
zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya.

Al-Syaukani menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para imam
mazhab tentang orang kaya. Menurut golongan Hadawiyah dan Hanafiyah, orang
yang dianggap kaya adalah orang yang mempunyai harta mencapai nisab (85
gram), atau yang senilai dengannya sehingga haram baginya mengambil zakat
dengan alasan hadis saw: “Tidak halal menerima atau mengambil zakat bagi orang
yang kaya, demikian pula orang yang kuat dan mampu bekerja”.ulama lain
mengatakan, orang kaya adalah orang yang mampu makan di siang dan malam
hari, dengan alasan hadis riwayat Abu Dawud dan Ibn Hibban dari Sahal ibn
Handalah bahwa Rasulullah saw bersabda:

”Barang siapa meminta-minta, padahal ia mempunyai harta yang cukup,
maka ia memperbanyak api neraka pada dirinya. Para sahabat bertanya: “Berapa
harta yng dianggap cukup ini ?, Rasulullah menjawab: “kadar yang bisa dimakan
di siang dan malam hari.**

Menurut al-Taury, Ibn al-Mubarak, Ahmad, Ishaq dan sekelompok pakar
ilmu, orang kaya adalah orang yang mempunyai lima puluh dirham atau yang

senilai dengannya. Orang tersebut tidak boleh mengambil atau menerima zakat.

% Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Figh ala al-Mazhabib al-Arba’ah, jilid I, (Beirut:
Dar al-Fikr,tt.), h. 561.

% Al-Syaukany, Niil al-AutharlV, (Beirut: Dar al-Fikr,1994), h. 212.
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Hadis-hadis tentang kreteria orang kaya sebagaimana di atas adalah
berkaitan dengan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh
karenanya, ukuran kaya tidaknya seseorang adalah relatif. Oleh sebab itu, nisab
harus ada ukuran yang pasti, yakni 85 gram emas sebagaimana hadis-hadis yang
menjelaskan zakat nuqud. Berbagai pendapat para fugaha di atas penulis sangat
condong dengan pendapat golongan fugaha yang mengatakan orang yang
berkewajiban mengeluarkan zakat adalah orang yang kaya yang mempunyai harta
mencapai nisab, yaitu 85 gram emas.

Bila menetapkan nisab zakat profesi berdasarkan nisab uang, maka kita
menetapkan pula bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih
setelah dipotong kebutuhan pokok.yang dimaksud dengan kebutuhan pokok
adalah kebutuhan yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, papan, kendaraan
dan alat kerja oleh karenanya, kesemuanya itu tidak wajib dizakati.”® Atau dengan
kata lain, “pendapatan bersih” yang wajib dizakati adalah total penerimaan dari
semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium dan
sebagainya) dalam jangka waktu satu tahun (atau 12 bulan) setelah dikurangi
dengan hutang-hutang (termasuk cicilan rumah yang jatuh tempo sepanjang tahun
tersebut) serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak (yakni
kehidupan orang-orang kebanyakan di setiap negeri, bukan yang amat kaya dan
bukan pula yang amat miskin. Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan
setahun wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan gaji dan upah setahun
yang tidak mencapai nisab uang, setelah biaya-biaya di atas dikeluarkan, misalnya

gaji pekerjapekerja dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat.

%5 Abdurrahman al-Juzairi, al-Figh., h. 563.
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Prosentase zakat profesi yang harus dikeluarkan, pembahasan zakat profesi
sebagaimana diuraikan di atas, pada hakikatnya tidak dijumpai dalam literatur-
literatur lama, mungkin karena jarangnya upah atau gaji karyawan yang mencapai
nisab seperti nisab emas, hewan ternak, pertanian dan sebagainya. Namun di masa
kini, penghasilan bulanan para karyawan di perusahaan-perusahaan besar, atau
para profesional di bidang teknik, administrasi, kedokteran dan sebagainya,
seringkali mencapai jumlah amat besar, jauh melampui nisab harta-harta lain yang
wajib dizakati. Dari Malik dari Ibnu Syihab ia berkata, orang pertama yang
mengambil zakat dari pemberian (upah gaji) adalah Mu’awiyah bin Ab1 Sufyan.

Ibn Abd al-Bar menjelaskan bahwa pemotongan upah atau gaji itu adalah
secara langsung, bukan sebagai zakat dari harta yang sudah memasuki satu tahun.
Ia berkata bahwa hadis pemotongan gaji secara langsung ini adalah syaz
(menyimpang dari kaidah atau aturan) yang tidak dipercaya oleh para ulama
bahkan tidak ada seorang pun dari orang-orang ahli fatwa mengatakannya.*

Masalah zakat profesi tetap bersifat ijtihadi yang menjadi garapan para
atau fugah atau ulama kontemporer dapat digolongkan paling sedikit tiga
pendapat mengenai hal ini

1) Syaikh Muhammad al-Gazali menganalogikan zakat profesi dengan zakat
hasil pertanian, baik dalam nisab maupun besarnya zakat yang wajib
dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang
diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama dengan
petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan
mengeluarkan zakat 10 % atau 5 % karena perbedaan biaya

menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.

% Al-Zarqany, Syarah al-Zarqany II, (Ttp: Dar al-Fikr, tt.), h. 97.



59

2) Mazhab Imamiyah (Mazhab Ahlil Bait) berpendapat bahwa zakat profesi
itu 20 % dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba
perdagangan serta setiap hasil pendapatan lainnya, berdasarkan
pemahaman mereka terhadap firman Allah Swt, yang terdapat dalam QS.
al-Anfal/8 : 41, tentang ganimah.

3) Yasuf Qardawi dalam mempertimbangkan untuk menguatkan
pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau
perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil perdapatan; beliau berkata: “benar,
bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih jelas
dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa
salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu
lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syari’at
mewajibkan zakat hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh
sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan
uang, sebanyak seperempat puluh.

Demikian perbedaan para fugaha dalam menentukan besarnya zakat
profesi yang harus dikeluarkan, sebagai kewajiban umat manusia dalam mengabdi
kepada Allah dan sekaligus untuk mensucikan harta benda yang mereka memiliki.
Namun menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, zakat profesi
ditetapkan 2,5 %.

f. Metode Perhitungan Zakat Profesi

1) Penghasilan kotor (Bruto)

Penghasilan kotor (bruto) yaitu mengeluarkan zakat profesi dari
penghasilan kotor, artinya zakat profesi yang mencapai nisab 85 gram emas dalam

setahun dikeluarkan 2,5 persen langsung ketika menerima penghasilan sebelum
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dikurangi biaya apapun. Jadi kalau dapat gaji atau penghasilan lainnya dalam
sebulan mencapai Rp. 4.000.000 x 12 bulan = Rp. 48.000.000, berarti dikeluarkan
langsung 2,5 persen dari Rp. 4.000.000,- tiap bulan yaitu Rp. 100.000 atau
dibayar di akhir tahun Rp. 1.200.000,-

2) Penghasilan Bersih (Netto)

Penghasilan bersih (netto) yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih
mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik
pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya,
keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi
kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat. Tetapi jika tidak
mencapai nisab maka tidak wajib zakat. Misalnya gaji sebulan sebesar
Rp.4.000.000, maka gaji setahun adalah Rp. 48.000.000, pengeluaran sebulan
sebesar Rp.1.800.000, jadi penghasilan bersih sebulan adalah Rp. 2.200.000.
Penghasilan bersih setahun adalah Rp. 2.200.000 x 12 bulan = Rp. 26.400.000.
Karena penghasilan bersihnya dalam setahun dibawah dari nisab maka tidak

dikenakan zakat profesi.

g. Hikmah dan Manfaat Zakat
Zakat juga mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan
mulia baik yang berkaitan dengan muzaki, mustahiq, harta yang dikeluarkan,
maupun masyarakat disekelilingnya. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain:
1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt.
2) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk
menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah

kehidupan yang lebih baik.
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3) Sebagai pilar amal bersama antara orag-orang kaya yang berkecukupan
hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya yang digunakan untuk
berjihad di jalan Allah.

4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana, maupun prasarana
yang harus dimiliki umat islam.

5) Menghilangkan sifat kikir dan iri dari hati orang-orang miskin.

6) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar.®’

h. Penerima Zakat (Mustahik)
Allah telah menetapkan delapan golongan penerima zakat sebagaimana

diterangkan dalam QS. al-Taubah/9 : 60, yaitu ;

1) Fakir

Fakir adalah kelompok pertama yang menerima zakat. Al-
fugara adalah bentuk jamak dari kata al-fagir. Yang masuk kategori
fakir yaitu seseorang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama
sekali, seseorang yang hanya memiliki harta dan tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhannya seumur hidup ketika harta itu dikalkulasi,
sedangkan harta tersebut tidak dikembangkan, seseorang yang hanya
memiliki pekerjaan, namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya
sehari-hari semisal, seseorang yang memiliki harta plus penghasilan
namun keduanya tidak mencukupi kebutuhannya.

2) Orang Miskin

774 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani,
2002), h. 9-12.

%Mohammad Annas dkk, Figh Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlusunnah
(Kediri: Lembaga Ta’lif Wanaysr, 2008), h..244.
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Orang miskin adalah kelompok kedua penerima zakat, yaitu
orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang telah menutup
kebutuhannya, tetapi belum mencukupinya. Misalnya orang yang
kebutuhannya 10 tetapi hanya mempunyai 8 dan tidak mencukupinya
sekalipun ia mempunyai harta lebih dari satu nishab, sehingga imam
berhak untuk mengambil zakatnya lalu diberikan kepadanya kembali.

Ada juga yang mengatakan miskin adalah orang yang masih
bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi tidak sempurna, dalam arti
dia hanya mampu memenuhi separuh lebih dari kebutuhan hidup layak
seseorang. Definisi lain tentang orang miskin yaitu orang yang tidak
cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.®

3) Pengelola Zakat (Amil)

Amil ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan
membagikan harta zakat. Artinya mereka adalah orang yang diangkat
oleh penguasa atau suatu badan perkumpulan (organisasi) Islam untuk
mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat,
menjaga dan membagikan kepada yang berhak. Amil zakat ini
hendaknya orang-orang kepercayaan di dalam Islam. Mereka berhak
menerima bagian dari dana zakat dalam ukuran yang disepakati atau

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.'®

%Syeikh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari, Figh Popular: Terjemah Fathul Mu’in
(Kediri: Lirboyo Press, 2014), h. 32.

1OOSupani, Zakat di Indonesia, h. 156
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Amil adalah semua orang yang terlibat dalam pengelolaan
zakat, pengembala zakat ternak, sekretaris, pengumpul, distributor,

dan sebagainya.'™

4) Muallaf

Muallaf adalah seorang yang baru masuk Islam atau juga
secara lebih luas mereka yang memiliki kecenderungan terhadap Islam.
Dalam konteks sebagai penerima zakat, keyakinan seorang mualaf
terhadap Islam diharapkan akan bertambah, atau hal ini didasarkan atas
pertimbangan lainnya.'%

Beberapa golongan muallaf yag diutamakan untuk menerima
zakat adalah: golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman
kelompok serta keluarganya, golongan orang yang dikhawatirkan
kelakuan jahatnya, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah
memeluk islam yang mempunyai sahabat-sahabat kafir, pemimpin dan
tokoh kaum muslim yang berpengaruh dikalangan kaumnya, tetapi
imannya masih lemah, kaum muslim yang tinggal dibenteng-benteng
dan daerah perbatasan musuh, dan kaum muslim yang mengurus zakat
orag-orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan. %

5) Rigab

Rigab secara harfiah diartikan sebagai orang dengan status

budak. Dana zakat untuk mereka yaitu untuk memerdekakan budak,

termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk

!9 A .Rahman Ritonga dan Zainuddin, Figh Ibadah, h. 183.

12Getiawan Budi Utomo, Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat (Bandung: Mizania,
2009), h. 43-44.

'%Setiawan Budi Utomo, Metode Praktis Penetapan Nisab Zakath. 44
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membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang Kafir.
Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan
diberikannya pada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari
perbudakan merupakan salah satu cara dalam Islam untuk
menghapuskan perbudakan di muka bumi.*®*

Rigab juga bisa diartikan, orang yang sedang teerbelenggu
namun tetap bertahan terhadap harga dirinya, seperti wanita yang
tertipu germo atau tenaga kerja. Zakat menjadi salah satu langkah
menuju kemerdekaan, persamaan hak dan keadilan.'®®

6) Gharimin

Gharim adalah orang yang berhutang atau jatuh pailit pada
usaha yang halal dan diridhoi Allah karena syari’at seperti: kena
todong, perampokan, kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Zakat
menjadi  antisipasi  terhadap  ketergantungan ekonomi  dan
menyegerakan untuk berdikari.'*

Menurut kesepakatan para ulama mazhab gharim adalah orang-
orang yang mempunyai utangsyangedipergunakan untuk perbuatan
yang bukan maksiat.Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar

hutangnya.'®” Menurut Imam Abu Hanifah, gharim adalah orang yang

104Supani, Zakat di Indonesia, h. 144.
195 A Rahman Ritonga dan Zainuddin, Figh Ibadah, h 184..

1% Aflatun Mukhtar, dkk, Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera
Selatan, h. 38.

197\ fuhammad Juwad Mughniah, Figh Lima Mazhab (Cet. 5; Jakarta: PT Lentera, Basri
Tama, 2000), h. 193
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mempunyai utang dan ia tidak mempunyai bagian harta yang lebih
untuk membayar utangnya.'%
Gharim disebutkan dalam kamus istilah fikih, sebagai orang

yang berutang karena suatu_hal yang berfaedah dan tidak dilarang

agama kemudian ia ti engembalikan utangnya. la berhak
menerima zak

diartikan sebaga ng yang dililit utang,
Padahal

tang itu.

orang yang berutang u i ashlahat)
Bila utangnya tidak la tidak
rnya ia dapat diberi b embayar
berhutang  karene )entingan

| ntara dua ke . Contoh

dua pihrb sﬁlﬁ Ks bunuhan dak jelas

A g. berti hOE il ali g jawab
g, maka
orang tersebut dapat diberi bagian zakat untuk membayar hutangnya
itu sekalipun orang itu kaya.

Ketiga, orang yang berhutang karena menjamin hutang orang

lain. Orang ini dapat diberi zakat untuk membayar hutangnya, bila

108\ fuhammad Juwad Mughniah, Figh Lima Mazhab, h. 396.
199 Abdul Muyjib, Kamus Istilah Figh (Cet. 1; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 85.
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tidak mampu membayarnya, dan dia pula dapat menuntut agar orang
yang dijaminnya itu membayar hutangnya, karena orang tersebut
miskin atau tidak menyetujui pemberian jaminan itu.**°

Gharim juga diartikan sebagai orang yang berutang atau jatuh
pailit pada usaha yang.halal dan diridhai Allah karena syariat, seperti:
karena kena todong, bencana, kebakaran dan sebagainya. Pemberian

dana zakat akan menjadi antisipasi terhadap ketergantungan ekonomi

dan menyegerakan untuk berdikari.'**

7) Sabilillah

Sabilillah (dijalan Allah swt) ialah untuk keperluan pertahanan
Islam dan kaum muslimin. Diantara ahli tafsir ada yang berpendapat
bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum
seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Artinya segala
jalan/usaha untuk mencapai kehidupan masyarakat yang diridhai
Allah swt, baik diwaktu perang maupun damai. Atau dengan perkataan
lain segala keperluan jihad baik di zaman perang mupun jihad di
zaman damai. Pengertian jihad adalah memberikan segala
kesanggupan untuk menolong agama Islam dengan segala cara atau
atau jalan yang dapat menolong memajukkan Islam dalam segala

bidang /aspek kehidupan.**?

8) Ibnu Sabil

190 ahmudin Nasution, Figih I (Jakarta: Logos, 1995), h. 179
"Suyitno, Anatomi Fikih Zakat(Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 38.
"">Mohammad Annas, dkk, Figh Ibadah, h. 247.
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Ibnu sabil ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang
bukan maksiat, mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena
kehabisan biaya. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke tujuan jika
tidak mendapatkan bantuan. Contoh perjalanan untuk ketaatan adalah
perjalanan haji. Dia diberi zakat sekedar untuk sampai pada tujuan
perjalanan itu, meskipun dia orang kaya di kampunngnya. '**

Diketahuinya bahwa terdapat delapan kelompok yang berhak

menerima zakat, maka tentu diketahui bahwa mereka yang berhak

mengeluarkan zakat adalah orang kaya dengan harta atau kaya
dengan usaha dan penghasilannya, termasuk hamba sahaya karena
mendapat nafkah dari tuan mereka, maka berhak atau wajib
mengeluarkan zakat, dan semua orang dalam tanggungan berzakat
wajib mengeluarkan zakat.
Bagan Kerangka Teoritis Penelitian
Pengelolaan zakat utamanya dalam pendistribusian zakat yang
terjadi  di  masyarakat pada umumnya lebih didominasi cara
pendistribusiannya secara konsumtif, yaitu pendistribusian secara langsung
dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan.
Singkatnya pendistribusian zakat hanya semata-mata untuk memenuhi
kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk
memperluas manfaat dari zakat itu sendiri.***
Distribusi zakat bisa juga didorong ke arah yang produktif karena

dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan

2012.

""Mohammad Annas, dkk, Figh Ibadah, h. 248.

"“Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam. Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia,
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zakat. Meskipun demikian, pendistribusian zakat seperti ini tetap harus
memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan
dan kewilayahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-undang
Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu : Pendistribusian
zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala
prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan
kewilayahan. **°

Kerangka pikir yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur
pikir yang dijadikan acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Adapun

kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

13l

PAREPARE

5K anwil Kementerian Agama Prov. Sulsel, Bidang Penais Zakat dan Waqaf. Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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BAGAN KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Perencanaan

|

Pengumpulan

1. Fakir

2. Miskin

3. Amil

4. Muallaf
5. Sabilillah
6. Ibnu Sabil

Pendistribusian/
Penyaluran
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Pertanggung

Tawahan
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1.Konsumtif tradisional
2. Konsumtif kreatif

3 Produktif tradisional
4. Produktif kreatif
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METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif
untuk dapat memperoleh informasi secara utuh mengenai obyek penelitian.
Dengan pengumpulan data secara mendalam (in depth study) terhadap obyek
penelitian untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian. Dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana
optimalisasi pengelolaan dana zakat profesi yang diberikan kepada penerima
zakat /mustahik
Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian
1. Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama £ 6 bulan
dengan berbagai tahapan, mulai dari pengurusan surat penelitian hingga
selesainya tahap pengujian keabsahan data dalam penelitian.
2. Lokasi Penelitian
a. Profil Kota Parepare
Salah satu Kota yang berada di pesisir Barat Propinsi Sulawesi
Selatan adalah Kota Parepare. Secara Geografis Kota Parepare
terletak koordinat antara 03” 57. 39” sampai 03° 57' 39” Lintang
Selatang dan 119 ° 36 24” sampai 119° 43” 40” Bujur Timur. Secaara
Administratif, Kota Parepare Berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
di sebelah Utara, Kabupaten Sidrap di sebelah Timur, Kabupaten

Barru di sebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah Barat dengan

70
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luas wilayah 99,33 Km? meliputi 4 Kecamatan, yakni
Kecamatan Soreang, Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, dan
Kecamatan Bacukiki Barat, terdiri atas 22 Kelurahan dengan jarak

tempuh dari Kota Makassar ke Kota Parepare sepanjang 155 Km™**.

b. Sejarah dan Letak Geografis Kantor Kementerian Agama Kota

Parepare

Departemen Agama berdiri pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan
setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan
karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai
realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Melalui
PMA Nomor 1 Tahun 2010, maka penyebutan Departemen Agama
berubah menjadi Kementerian Agama. Kementerian Agama Republik
Indonesia berpusat di Jakarta, didaerah TK. | terdapat Kantor Wilayah
Kementerian Agama, sedang di daerah Tk.ll terdapat Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota,-salah satu kabupaten/kota tersebut
adalah Kementerian Agama Kota Parepare. Pada lokasi intlah peneliti
melakukan penelitian, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman
No0.37 Parepare.

3. Subjek dan Obyek Penelitian
a. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data

variabel penelitian yang dipermasalahkan.**” Subjek dalam penelitian ini

adalah penerima zakat profesi yang dihimpun dari pegawai Kantor

16 Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Kota Parepare dalam Angka (Kota Parepare:
BPS Kota Parepare, 2013), h. 2.

"7 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian Edisi Baru (Yogyakarta: Rineka Cipta,
2000), h. 200.
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Kementerian Agama Kota Parepare guna dimintai keterangan tentang
optimalisasi pengelolaan zakat profesi yang diberikan kepadanya.
b. Objek Penelitian
Obyek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh penulis. Obyek
dalam penelitian ini adalah optimalisasi pengelolaan dana zakat profesi

pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

C. Sumber Data Penelitian

r yaitu data yang dipero jek yang

r).}® Data tersebut bservasi,
ncar kumentasi di lokasi pen
b. er data sekun
Data sekunder ya i dok dokumen

., buku-buku i an, hasil

tian dalapxnh E S peraturan

ain-la or dalam

serta disertasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Instrumen Penelitian

""®Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, Ed. T(Cet. III; Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55

97 ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari
teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:
a. Pedoman observasi.

b. Pedoman wawancara.

c. Pedoman dan alat doku
1. Tahapan Pengumpu

a.

rumen penelitian ya i dalam

sebagai
Pengurus

UPZ, PenFAﬁaEaphlﬁEk dan Mu

berupa

c. Tahap akhir
1) Tahap pengumpulan data
2) Tahap reduksi data

3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data.'®

'"Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Parepare: Program Pascasarjana
STAIN Parepare, 2015), h. 67-68.
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Setiap tahap pengumpulan data dalam penelitian ini akan
dilakukan secara sistematis dan berlangsung selama = 6 bulan pada
masa penelitian.

2.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam men a dalam penelitian ini yaitu teknik
field research: te ik yang digunakan untuk
dilihat, dialami dan
' Teknik

sebagai

adalah pengamatan ya sengaja,

ai fenomena sosial den

gamati masal

= FAREPRRE ™

menjadi

aan dana

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan

pertanyaan-pertanyaan pada para narasumber.’?® Dalam penelitian ini,

"2!Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 164.

22 50ko Subagyo, Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek) (Cet. 1V; Jakarta:
Rineka Cipta, 2004), h. 63.

B Joko Subagyo, Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)..., h. 39.
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peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait
diantaranya pegawai, pengelola dana zakat profesi, penerima zakat dan
pimpinan instansi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atu cara pengumpulan data yang

menghasilkan g berhubungan dengan

masalah y. , sehingga akan ta yang lengkap, sah
metode

an  untuk

catatan, data arsip, sert i berkaitan

nelitian dilapangan.'® liti akan
kumen-dokumen yang 3 asalahan

i. Dokumen-dokumen

ancara, daﬁ Afﬁtgaﬁ Kﬁrgt peneliti

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian untuk

menjawab permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

'*Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
h. 158.

“Mansyhuri dan Zainuddin, Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)
(Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 30.
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Reduksi Data
1) Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara
dan hasil observasi.

2) Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek

penelitian.'?

n sistematis terkait

dengan
a belum
a dilakukan penelitian an untuk
data-data yang dibutu gan alur
penel

arikan kesim atau verifikasi
Pada tah kukan tentang
pulan yang ta pembandi tertentu,

kukan ;psA ﬁﬁe - ulai da

dilakukan.?®

126 Atiesto Hadi dan Adrianus Arief. T erampil Mengolah Data Kualitatif (Jakarta :

Prenada Media Group. 2010)

127 Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. Terampil Mengolah Data Kualitatif
128 Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. Terampil Mengolah Data Kualitatif
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Teknik Pengujian Keabsahan Data
Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang
diperoleh adalah teknik trianggulasi.Teknik trianggulasi yaitu lebih banyak

menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data

sekaligus dalam sebuah peneli uk menggunakan informan sebagai

alat uji keabsahan ian."?® Penggunaan teknik

analisis data tri ni dengan asumsi rmasi yang diperoleh

PAREPARE

'2Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2012), h. 203.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perencanaan Zakat Profesi

Pengelolaan zakat pro ementerian Agama dilakukan

oleh salah satu unit PZ (Unit Pengumpul

Zakat), yang sud gsung sejak tahun 2 ai Surat Keputusan
Kepala 9 tanggal
12 Ag Zakat)
Pengela : ini dilakukan dengan Antaranya
melaku Perencanaan merupa n yang
terkoore i tujuan tertentu dalam erbentuk
melalui yang panjan uka : gar hasil
yag di juga dapat be uk = kemaslahatan Tahap
perenca eliputi:
a. SoS PAREPARE

osialisasi

dengan berbagai pihak termasuk para pejabat struktural yang ada di Kantor
Kementerian Agama Kota Parepare. Awalnya pengeloaan zakat profesi ini
mendapat tanggapan yang berbeda-beda, ada yang setuju dan ada yang tidak
setuju. Setelah mendapat persetujuan dari para pejabat struktural yang ada di
Kantor Kementerian Agama Kota Parepare termasuk para Kepala KUA

Kecamatan, yang waktu itu masih terdapat tiga Kepala KUA, maka dari para

78
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pejabat inilah yang mensosialisasikan kepada masing-masing guru dan

stafnya. Sebagaimana wawancara kami dengan Bapak H. Taufik Tahir bahwa :

Sebelum dikeluarkan SK pengurus UPZ Kantor kementerian Agama dibahas
dulu di tingkat pejabat struktural dan Kepala KUA Kecamatan, dan
disosialisasikan bersama bagaimana pentingnya mengeluarkan zakat profesi
yang merupakan kewajiban bagi lam yang mampu.

Hasil wawancara kami ana keputusan yang diambil

oleh Kepala Kantor dalam mengeluarkan

surat keputusan p an UPZ, maka terle lu mensosialisasikan
kepada
tingkat dala ili n Kantor
Kement gam arepare. Meskipun sebe
terdapa pan eda-beda, tetapi pada a
catatan tran dalam pertanggungjawa gan dana
UPZ te
dikeluarkan
UPZ di

Baznas arepare untu

Kement mbaga. Hal ini sesu nstruksi Presiden un 2014
lisasi penM EA BI’E Sebagai

tentang

kami de

Setiap UPZ yang terbentuk di Kementerian/lembaga wajib melaporakan ke
Baznas untuk didaftar dan dibuatkan Surat Keputusan pembentukan UPZ
sebagai bagian tugas dari Baznas dalam mengelola dana zakat. ***

Hasil wawancara kami menjelaskan bahwa setiap Kementerian/lembaga

yang telah membentuk UPZ wajib dilaporkan ke Baznas untuk didaftar dan

0T aufik Tahir, Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Parepare,
Wawancara di Kota Parepare, tanggal 24 Juli 2019.

5! Abdullah, Plt. Ketua Baznas Kota Parepare, Wawancara di Kota Parepare, tanggal
22 Juli 2019
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dibuatkan surat keputusan pembentukan UPZ. Hal ini dilakukan untuk mendata

jumlah UPZ yang sudah terdaftar pada Baznas.
b. Pencatatan

Proses selanjutanya dalam perencanaan untuk mengoptimalkan zakat

adalah pencatatan, dimana set urus UPZ Kantor Kementerian

encatatan administrasi.

ini dala akat profesi, olehnya
eluarkan dana zakat p . SN yang
ya terlihat pada Tabel 1
Tabel 4

Jumlah

Kantor Kementerian Agama Kota Parepare tahun 2019

2) Proses Pendataan
Hal yang dilakukan dalam pendataan muzaki adalah mendata jumlah ASN
pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare untuk mengambil data ASN yang

menjadi muzaki, kemudian dilkukanlah pencatatan berapa jumlah ASN yang
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mengeluarkan zakat profesinya. Berdasarkan Tabel diatas menjelaskan bahwa
jumlah ASN Kantor Kementerain Agama Kota parepare yang mengeluarkan zakat
profesinya sebanyak 154 orang dengan rincian 53 orang lak-laki dan 101 orang

perempuan.

2. Pengumpulan Zakat Profesi
Proses selanjutny; pengumpulan dana zakat,

h ASN yang terdata.

ama-nama yang menge

ama Kota Parepare bah

ragama Islam mengelu sar 2,5%
dikurangi dengan biaya-biay lain. Jadi
oleh b ara adalah gaji

potensi
besar dibanding dengan instansi lain yang ada di kota Parepare yang terdata pada
Kantor Baznas Kota Parepare. Dari hasil wawancara dengan Ketua | bidang

pengumpulan oleh Bapak H. Syamsuar Basri :

Jumlah UPZ yang sudah terbentuk baru sekitar 32 UPZ. Dari Jumlah UPZ
yang sudah ada baru sekitar 32 UPZ yang aktif menyetor zakatnya, kalau

32 H. Munawarah, Pelaksana Pada Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota

Parepare, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 24 Juli 2019
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dipresentasekan baru sekitar 40 persen selebihnya masih infag dan
sebagian lainnya belum sama sekali menyetor.™*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dari sekian
banyak instansi yang ada di Kota Parepare baru sekitar 32 instansi yang sudah

terbentuk UPZ. Dari jumlah UPZ yang sudah terbentuk baru sebagian kecil yang

aktif menyetor zakatnya di Bazna akan bahwa kesadaran ASN untuk

berzakat masih kurang. L

No| | = ““UPZInste

1

2

3

4

5

6

7 3.379.000
8

9 .089.304
10 ESEHATAN 0
11 EBERSIHA 0
12 A 0
13 0
14 0
15 | SMP 2 1.255.000 0
16 | DINAS KOMINFO 0 0
17 | SATPOL PP 0 0
18 | SMP 7 4.265.000 0
19 | DINAS TENAGA KERJA 2.947.000 0
20 | KEC. BACUKIKI 0 0
21 | KEC. SOREANG 5.662.000 0

Y. Syamsuar Basri, Ketua I Bidang Pengumpulan, Wawancara di Kota Parepare,
tanggal 29 Juli 2019
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22 | KEC. UJUNG 0
23 | KEC. BACUKIKI BARAT 7.089.625
24 | INSPEKTORAT 0
25 | BKD 1.000.000

26 | SMP NEGERI 3

27 | SMA NEGERI 3

28 | PT.PLN SEKTOR BAKARU

29 | SMP NEGERI 1

30 | RUMKIT DR. SU

31 | BPPD

OO0 0O|0Oj/0O|O|O0|O|O|O

) | O OO |0 |00 |Oo

dan pengetahuan yang

kota Parepare. Berbed

elah memberlakukan z

affar mengatakan bahwa :

ASN yang b
2,5% dari g
kemudian di

Agama Kota Parepare sudah cukup adai. Gaji yang diterima setiap bulan

dikeluarkan zakatnya 2,5 persen sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Jadi
dasar yang digunakan dalam menghitung zakat profesi yaitu penghasilan kotor.
Hal ini dilandasi dengan kemauan untuk membantu orang lain melalui dana zakat

yang dikelola UPZ. Sebagaimana dikemukakan oleh Muh. Jawwad salah seorang

" H. Abdul Gaffar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Wawancara

di Kota Parepare, tanggal 18 Juli 2019.
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muzakki dari seksi pendidikan agama islam menjelaskan tentang pentingnya

mengeluarkan zakat utamanya zakat profesi yaitu:

Zakat adalah ibadah yang berkaitan erat dengan harta, terutama zakat
profesi karena hasil yang diperoleh adalah harta yang karena itu
seseorang Yyang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk
menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya,
tetapi kalau perlu dengan tekanan sehingga zakat profesi dapat
ditunaikan. Dengan..adanya Pensyariatan zakat di dalam Islam
menunjukkan bahwa Islam ini sangat memperhatikan masalah-masalah
kemasyarakatan, terutama nasib orang-orang yang lemah secara
ekonominya. ;Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara
sesama manusia dalam mengukuhkan persaudaraan dengan, saling
membantu, dan tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah,
yang kaya membantu yang miskin.Jadi salah satu tujuannya yang
terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam
masyarakat sampail batas ‘yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah
menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan
seksama, sehingga yang kaya tidak semakin [kaya @ dengan
mengeksploitasi angglota masyarakat yang miskin dan yang miskin
tidak semakin miskin.**

Berdasarkan wawancara di atas, Muh. Jawwad, mempersepsikan bahwa
zakat profesi dan zakat lainnya memiliki nilai-nilai ibadah dan sosial
kemasyarakatan karena dapatimembantu fakir-miskin, dan kaum lemah lainnya
untuk peningkatan ekomoninya. .Dengan demikian, zakat profesi ini sangat
urgen Kedudukannya dan sangat patut untuk.diimplementasikan dalam upaya

pemberdayaan ekonomiumat:

Pemahaman tentang zakat profesi bagi kalangan pegawai berbeda-beda.
Karena mereka menganggap hal ini“masih tergolong baru dihasilkan ijtihad
dan dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan
sendirian maupun bersama orang lain/dengan lembaga lain, yang
mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum

untuk berzakat). Setiap pekerjaan yang mendatangkan penghasilan yang

35 Muh. Jawwad, Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare,
Wawancara di Kota Parepare, tanggal 26 Juli 2019.
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mencapai nisab, tanpa melihat jenis atau bentuk pekerjaan (profesi) wajib
mengeluarkan zakat profesinya. Karena itu, jenis-jenis profesi yang
menghasilkan pendapatan dengan cukup mudah dan melimpah wajib

dikenakan zakat profesi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muh. Irfan Djafar dalam

wawancara kami, beliau'menjelaskan bahwa

Zakat profesi‘yang dikeluarkan ini adalah-merupakan suatu ibadah, agar
gaji semakin berkah, maka sebaiknya kita mengeluarkan zakat dan infak
untuk  disalurkan ke mesjid, diutamakan mesjid yang sementara
melakukan renovasi dan kepada IembaS%a keagamaan atau lembaga zakat
yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan' wawancara tersebut, Muh. Irfan Djafar menjelaskan
tentang pentingnya mengeluarkan zakat dan infak, khususnya zakat profesi,
agar gaji yang diperoleh menjadi berkah dan dapat bermanfaat bagi orang yang
sangat membutuhkannya. Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak H.Hasan

Basri, beliau mengatakan bahwa.:

Zakat profesi yang dikeluarkan oleh setiap pegawai negeri Sipil (pns)
struktural dan fungsional yang beragama Islam dalam lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kota Parepare memang diperuntukkan bagi orang
yang membutuhkan. Sewaktu saya menjabat Penyelenggara zakat \Wakaf
kami mengumpulkannya_dan pada bulan puasa kami membagikannya
kepada mustahik' sesuai [dengan arahan @an bimbingan dari pimpinan
selaku pembina UPZ.~"

Berdasarkan wawancara tersebut, menjelaskan bahwa zakat profesi yang
dikeluarkan oleh PNS sangat-sangat ‘bermanfaat, khususnya bagi mustahik,
walaupun bentuknya konsumtif yaitu hanya untuk kebutuhan sehari-hari, lebih-

lebih dibagikan pada bulan ramadhan.

3¢ Muh. Irfan Djafar, Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare,
Wawancara di Kota Parepare, tanggal 25 Juli 2019

37 Hasan Basri, Mantan Kepala Penyelanggara Zakat dan wakaf Kantor Kemenag Kota
Pare, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 26 Juli 2019
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3. Pendistribusian Zakat Profesi

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan dana zakat adalah proses

pendistribusian yang meliputi:

a. Penyetoran

Sebelum didistrib erlebih dahulu disetor ke

Baznas Kota parepa akat profesi ya pul di bendahara UPZ

asuk disetor setiap bu
kening Bank BPD No
g terkumpul, dan 70%

30% dari

rsebut menjelaskan bah

BAZ K : %o S ini juga

PP Nomor 1 Pelaksanaan omor 23

ntang PeFkﬂZEPA;RaEsaI 55 di

sesuai

Tahun n bahwa

Baznas alui UPZ
dan/atau secara langsung.
b. Distribusi
Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat

kepada mereka yang berhak menerima (mustahik). Distribusi zakat mempunyai

138 Rifdaningsi, Bendahara UPZ Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare,
Wawancara di Kota Parepare, tanggal 24 Juli 2019.
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sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan
menerima zakat, sedangkan tujuannnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok

masyarakat yang kurang mampu.

Zakat yang terkumpul ini ikan oleh pengurus UPZ dalam hal

ini bendahara kepada del dijelaskan dalam surat at-

miskin, amil, mu imin, rigab, sabilillah

k terdapat di

zakat, dan ya fakir, miski laf, amil

dan sat sedangkan il diberikan bantuan

FRAREPRARE™

Baznas, \ dimana

isetor ke

pemberian secara tunai untuk kebutuhansehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Bendahara UPZ Kantor Kementerain Agama Kota Parepare, lbu
Rifdaningsi, mengatakan bahwa :

Pendistribusian yang kami lakukan di UPZ Kantor Kementerian Agama

Kota Parepare, yaitu dengan konsumtif, dimana pemberian uang tunai
diberikan kepada keluarga muzakki yang kurang mampu sebanyak 2 orang
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sebesar Rp. 340.000,- per orang. Jadi dikeluarkan semuanya sebesar
680.000,- per keluarga muzakki.!

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa dana UPZ diberikan
kepada mustahik (penerima zakat) dari keluarga muzakki (pemberi zakat) yang

kurang mampu sebanyak 2 (dua) orang dan diserahkan pada bulan suci ramadhan

yaitu pada saat dilaksanakan buka ersama yang diselenggarakan oleh
Kantor Kementerian Agam

a yang disalurkan oleh

lan suci
ri sangat
000,- ini

angat membantu kami,
an-bahan pokok untuk
yang diberikan kepad
makan sehari-hari.™

tas terlihat bahwa UPZ

mahami bahwa penyaluran zakat

latar pendidikan yang masih rendahitulah sehingga mereka lambat untuk

menerima informasi dan perkembangan teknologi. Mereka tidak memikirkan

% Rifdaningsi, Bendahara UPZ Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare,
Wawancara di Kota Parepare, tanggal 24 Juli 2019.

140 Usman, Mustahik/penerima zakat berumur 62 tahun. Wawancara di Kota Parepare,
tanggal 25 Juli 2019.
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secara jangka panjang akan tetapi mereka cuma ingin menerima bantuan langsung
untuk kebutuhan sehari-hari.
Mustahik yang terdata pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota

Parepare pada umumnya berlatar belakang pendidikan yang rendah sehingga

memang membutuhkan tenaga da k memperbaiki kehidupan mereka,

walaupun bantuan itu b sangat bersyukur karena

keluar ¢ an dengan tetap berusa

kondisi tidak mendukung dita
g rendah se

aka diperluk

Saya dapat informasi bahwa “Kita akan mendapat bantuan zakat dari
keluarga yang kerja di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.
Alhamdulillah, apa yang diberikan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama
Kota Parepare itu sangat membantu kami, apalagi kebutuhan sehari-hari
sangat mendesak utamanya beras, harga naik apalagi di bulan ramadhan.**

'*! Sri Haslinawati, Mustahik/penerima zakat, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 26
Juli 2019.

'*2 Junaedi, Mustahik/penerima zakat berumur 64 tahun. Wawancara di Kota Parepare,
tanggal 26 Juli 2019.
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa bantuan
yang diberikan oleh UPZ Kantor Kemenag Kota Parepare sangatlah bermanfaat
untuk kelangsungan hidup mustahik. UPZ Kantor Kemenag Kota Parepare

memberikan bantuan konsumtif dengan memberikan skala prioritas kebutuhan

mustahig yaitu membantu mus menyelesaikan atau mengurangi

masalah yang sangat men ebutuhan sehari-hari.
Di a pegawai Kantor

Kementeri J i i diberikan

yaitu di
n sehari-

apalagi
banding diluar bulan suci Ramadhan.
Hal yang sama dikemukakan oleh Jumriana, salah seorang honorer di

Kantor KUA Kecamatan Bacukiki, bahwa bantuan yang diberikan oleh UPZ

'3 Andi Arif, Tenaga Honorer Kemenag Kota Parepare Wawancara di Kota Parepare,
tanggal 24 Juli 2019.
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Kantor Kementerian Agama Kota Parepare sangat membantu kami dalam

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dalam wawancara kami beliau mengatakan :

Bantuan dana yang diberikan dalam bentuk zakat kepada kami sangat-
sangat membantu keperluan sehari-hari kami, utamanya di bulan suci
Ramadhan, banyak kebutuhan yang mendesak sehingga dengan adanya

Kantor Kementerian

pemenuhan kebutu

tidak te
bantuan
juga dik i kepada
bendahe
| Lappa
ndidikan
Kepala
at yang
didistrik tapi juga
dalam bentuk
permod kepada
lembaga pendidikan tersebut sangat berma dijelaskan

oleh Ibu Suryanti selaku kepala sekolah DDI Lappa Angin, Kecamatan Bacukiki

beliau menjelaskan bahwa :

144 Jumriana, Tenaga Honorer KUA Kecamatan Bacukiki , Wawancara di Kota
Parepare, tanggal 22 Juli 2019.

"“Rifdaningsi, Bendahara UPZ Kemenag Kota Parpare, Wawancara di Kota Parepare,
tanggal 24 Juli 2019.
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Apa yang diberilkan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Parepare
sangat membantu kami dalam proses belajar mengajar kami di madrasah,
apalagi bantuan tersebut betul-betul kami manfataakan untuk perbaikan
sekolah kami yang secara tldak langsung mempengaruhi proses belajar
anak-anak kami di sekolah.**

Upaya yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota

Parepare dalam bidang pendidikan ini, diharapkan dapat meningkatkan semangat

belajar anak-anak sehingga apai tujuan pendidikan yang

oran an yang

mpiran daftar tabel na muze g disetor

ke ben enterian Agama Kot re u

akan dikeluarkan zak Peng

oran ke bend rtanggungja
tuk pertangg epada muzak
ana zakat pa ikeluarkan oleh ara dan

Kota Parepare.

Dana yang didistri juga dibuatkan laporan
pertanggungjawaban dan diserahkan kepada :
a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare selaku pembina UPZ

pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare

'““Ibu Suryanti, Kepala MI DDI Lappa Angin, Wawancara di Kota Parepare, tanggal
23 Desember 2019 .
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b. Ketua Baznas Kota Parepare
Hal ini dilakukan sebagai kontrol/pengawasan kepada pengurus agar dana

yang dikelola tersebut bersifat terbuka dan transparan sehingga dapat

Dari  hasil manajemen

anfaatkan untuk keb
laan zakat profesi pa

uti: perencanaan, peng

Zakat (UPZ) Pada Kantor Kementerian’Agama Kota Parepare. Proses keluarnya
regulasi tersebut membutuhkan waktu yang lama, karena adanya pemahaman
yang berbeda dari setiap pegawai dan guru tentang pentingnya mengeluarkan
zakat profesi bagi pegawai atau guru. Diperlukan perencanaan yang matang agar
apa yang dihasilkan dari pengumpulan dana zakat nanti dapat bermanfaat bagi

masyarakat, khususnya bagi mustahik penerima zakat.
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Perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan pengumpulan dana zakat,
perencanaan pendistribusian dana zakat dan perencanaan pertanggungjawaban
dana zakat yang sudah didistribusikan.

Manajemen pengelolaan yang dilakukan khususnya dalam proses
perencanaan  menurut peneliti _sejalan dengan manajemen pengelolaan yang
dilakukan oleh Nabi Muhammad saw . Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi
Muhammad saw memberikan contoh dan petunjuk oprasionalnya. Manajemen
operasionalwyang bersifat teknisstersebut dapat-dilihat pada-pembagian struktur
amil zakat, yang terdiri dari: (1) Katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat,
(2) Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) Jubah, petugas yang
menarik, mengambil zakat dari para muzakki, (4) Khazanah, petugas yang
menghimpun dan memelihara harta, dan (5) Qasamah, petugas yang menyalurkan
zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Dalam praktiknya,
Nabi tidak membagi rata hasil zakat yang terkumpul kepada delapan kelompok
tersebut. Nabi membagi sesuai kebutuhan. Maka konsekuensinya, ada salah satu
kelompok yang tidak memperoleh-zakat karena persediaan zakat di alokasikan
kepada | kelompok lain gang. lebihgmembutuhkan..Bengan demikian, sistem
distribusi zakat:pada-masa Rasulullah, diatursecarasproporsionalrdan kondisional
disesuaikan dengan tingkat kebutuhan mustahiq zakat. Jadi pada dasarnya konsep
manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama
Kota Parepare khususnya dalam merencanakan kegiatan ke depannya sesuai
dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat secara umum.

Sosialisasi dilakukan untuk menyamakan persepsi, hal ini dimaksudkan
agar zakat profesi yang dikeluarkan oleh seluruh pegawai betul-betul dilakukan

dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Menurut peneliti hal yang dilakukan tersebut
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sudah sesuai dengan ajaran agama kita untuk tidak memaksakan seseorang
mengeluarkan zakatnya, sehingga nantinya apa yang dilakukan oleh setiap muzaki
bernilai ibadah di sisi Allah swt dan betul-betul dapat dirasakan oleh mustahik.
Setelah disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan guru tentang pentingnya
mengeluarkan zakat profesi ini, maka keluarlah Surat Keputusan pembentukan
UPZ Kantor Kementerian Agama Kota parepare menjelaskan bahwa setiap
pegawai negeri sipil (PNS) struktural dan fungsional yang beragama Islam dalam
lingkungan-Kantor»Kementerian/Agama KetaParepare yang bersedia:dan ikhlas
mengeluarkan zakatnya dari penghasilan yang diterima setiap bulan sebesar 2,5%.

Yusuf Qardawi dalam mempertimbangkan untuk menguatkan
pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau
perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil perdapatan. Itu berarti, zakat profesi
diperoleh dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah
mencapai nisab. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan
kewajibannya melalui al Qur’an dan hadits Nabi, seperti hasil pertanian,
peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta
rikaz.

Jumlah dana zakat profesi yang terkumpul pada UPZ Kantor Kementerian
Agama kota besar cukup besar setiap bulan dan bervariasi jumlanya. Menurut
peneliti kalau jumlah cukup besar untuk dikelola, maka diperlukan orang-orang
yang mampu dan cakap dalam mengelola dana zakat. Ini merupakan kekuatan
dari UPZ itu sendiri untuk mengelola dana zakat yang terkumpul. Jumlah tersebut
adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap pegawai dan guru pada Kantor
Kementerian Agama Kota Parepare sebanyak 154 orang, sebagaimana data ASN

beriku ini.
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Jumlah ASN menurut golongan dan jenis kelamin

Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah
I 1 6 7
i 35 66 101

v 29 46

Jumlah 154

Kantor Kementerian

umpul dan dicatat, k

U pembina UPZ, hal ini
jgung jawab urus at
sudah sesuam

Kota Parepare setiap bulannya bervariasi.

------

Hal ini disebabkan karena jumlah
pegawai yang berbeda jumlahnya setiap bulan. Ada pegawai yang pensiun,
otomatis berkurang dari segi jumlah yang secara tidak langsung berpengaruh pula
pada jumlah dana zakat profesi yang terkumpul. Kadang juga bertambah
jumlahnya karena adanya mutasi pegawai dari daerah lain, otomatis pula

bertambah jumlah dana zakat profesi yang terkumpul.
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Sebagai sebuah lembaga zakat yang mengelola dana pegawai atau
masyarakat, UPZ harus memiliki sistem pencatatan dan pengumpulan serta
pelaporan yang baik dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan

manajemen zakat yang terhimpun agar dana dapat dikelola secara professional,

akuntabel dan transparan.

Sifat transparansi n amanah sangat penting

dana za i ‘ i i memang

bentuk

terlihat

Maret 13.007.091
4 April 13.030.886
5 Mei 13.594.510
6 Juni 13.701.593
7 Juli 13.728.473
8 Agustus 13.728.473
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9 September 13.771.483
10 Oktober 13.890.778
11 Nopember 13.897.533
12 Desember 14.040.305

Jumlah 161.770.534

Sumber: UPZ Kantor are, 2019

Data terseb menjelaskan baga iap bulan dana zakat

seorang

amil za ) : ialisasi i A dengan

bulannya dilaporkan perkembangan data zakat yang dikeluarkan para muzaki. Di
samping itu pula, dana zakat profesi yang masuk disetor kepada pihak Baznas
Kota Parepare melalui rekening Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Parepare No.
6848 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kota Parepare sebesar 30% dari

total dana zakat yang masuk setiap bulannya.
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Pada aspek manajemen pengelolaan dana zakat profesi, peneliti
menemukan bahwa pengelolaan zakat pada UPZ Kantor Kementerian Agama
Kota Parepare sudah cukup bagus karena pengelolaan sudah sesuai dengan
prinsip-prinsip pengelolaan secara umum. Prinsip syariah yaitu pengelolaan zakat
didasarkan pada al-qur’an dan hadits. Petugas pengelola zakat telah berusaha
untuk bersikap dengan baik dan bersikap dengan amanah dengan pengelolaan
zakat yaitu bertanggung jawab secara jujur dan memastikan bahwa semua bantuan
muzakkindivsalurkan secara tepatssasarangspencatatan-harus-dilakukan sesuai
dengan yang disampaikan oleh muzaki. Dan juga harus jelas zakat profesi yang
dikeluarkan dimana pada setiap bulanada slip gaji yang diterima oleh para
muzakki yang didalamnya berisi potongan gaji untuk pengeluaran zakat sebagai
bukti transparansi pengelolaan zakat bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para
muzaki betul adanya.

Petugas pengelola zakat telah berusaha sebaik mungkin dan bersikap
secara profesional dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mereka senantiasa bekerja
sesuai dengan tugas dan tangggung jawab serta bersikap jujur dan terampil
dalam mengembang amanahgyang, diberikan kepadanya. Sikap profesional yang
dilakukan tersebut:terlihat-dalam:mengumpulkandan'mendata:secara keseluruhan
pegawai yang mengeluarkan zakat profesinya sebagai muzakki.

Petugas pengelola juga senantiasa bekerja dengan ikhlas penuh dedikasi
serta memahami hukum agama yang berkaitan dengan zakat. Sikap profesionalitas
dapat terlihat dari upaya yang dilakukan oleh para petugas pengelola untuk
mengoptimalkan pengumpulan zakat yaitu dengan melakukan pendataan muzaki
ASN, kerjasama dengan penyuluh agama dan media dalam mempengaruhi

perubahan pola pikir dari para muzaki, mencatat dan membuktikan hasil
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penghimpunan zakat. Aspek transparansi juga dilakukan oleh pengelola yaitu
bendahara mencetak melalui slip gaji pemotongan zakat 2,5 persen dari ASN
setiap bulan.

UPZ Kantor Kementerian Agama kota Parepare telah memiliki

pertanggung jawaban (akuntabili ublik dalam hal ini kepada setiap

pegawai. Sistem pengelol rosedur penerimaan zakat,

prosedur pengeluara n prosedur pelap untuk publik. Proses
peneri iputi ta imaan dan
proses prinsip
a Kota
atkan orang-orang yang i m proses
litian ini juga mengga

engan prinsip efisiensi

Pola pendistribusian zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Kantor
Kementerian Agama kota Parepare adalah :
1) Penetuan mustahik zakat

Dalam penentuan mustahik zakat yaitu :

a) Mengambil nama dari setiap pegawai
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Pegawai sebagai muzaki memasukkan nama yang dibutuhkan oleh
pengurus untuk dicatat sebanyak dua orang dari keluarga yang kurang
mampu dari setiap pegawai.

b) Verifikasi data

Nama-nama yang masuk t t dan diverifikasi kembali sebelum
dimasukkan dala
2)

Kantor

| yaitu pemberian zakat
ari-hari.

mendapat uang tun i an buat

juga sangat antu para

3) Tanpa melalui proses yang panjang.
b) Produktif kreatif

Produktif kreatif yaitu pemberian zakat yang diwujudkan dalam bentuk
pemberian modal bergulir untuk permodalan proyek sosial seperti

membangun sekolah atau tempat ibadah.
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Pola distribusi ini sangat penting karena memberikan bantuan modal
kepada sekolah/madrasah, UPZ Kantor kementerian Agama Kota Parepare
telah menjalankan fungsinya sebagai pengelola zakat dan sesuai dengan

amanat Undang-undang dimana tujuan pendayagunaan dana zakat dalam

menghadirkan muzaki bar ai, karena dalam pembagian dana

zakat merupakan i kekayaan) itu merupakan

ngelolaan zakat yang

jari para

akan mampu membina si
) handal dan tidak menu

ik tetapi menjadi.muzaki yaitu ¢ pemberi

pendistribusi Agama

baif< danﬁ,'ﬁ gﬁ\ Eah sesuai

dan

Kota Pé prinsip

syariah
dengan
fisabilillah dan ibnu sabil. Kenyataan 'dilapangan menunjukkan bahwa ternyata
pendistribusian hanya untuk enam asnaf yaitu fakir, miskin, amil muallaf,
fisabilillah dan ibnu sabil. Sedangkan gharimin dan budak tidak diberikan dana

zakat karena budak sudah tidak ada di Kota Parepare dan kelompok gharimin

banyak terdapat di Kota Parepare. Karena yang diberikan hanya diprioritaskan
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untuk fakir dan miskin untuk keperluan konsumtif dan ibnu sabilillah diberikan
dalam bentuk bantuan pendidikan yaitu untuk pembangunan sekolah/madrasah.
Aspek keadilan dalam pendistribusian zakat nampaknya belum memenuhi

unsur keadilan, karena dilihat dari bantuan yang diberikan dalam menyalurkan

zakatnya hanya kepada enam a dua asnaf yang tidak diberikan.

Itupun pendistribusian lebi an miskin. Di samping itu,
distribusi seharusny: bertempat tinggal di
sekitar
Nomor an zakat

wilayah i Hal ini
an Kepala Kantor Keme
at kepada keluarga muz ; mpu dan

tenaga

Parepar
yaitu ke mﬂ produktif

kreatif, etapl- UPﬁitﬁ lgrp Krﬁggla Kota e dalam

ja di wilayah kerja Kant i ma Kota

melaku
konsu
zakat secara tunai yang diperuntukkan untuk kehidupan sehari-hari, dan produktif
kreatif yaitu dengan pemberian zakat untuk pemberian bantuan pembangunan
sekolah/madrasah.

Menurut peneliti dalam melakukan pendistribusian hendaknya juga

dilakukan secara konsumtif kreatif yaitu dengan memberikan bantuan alat-alat

sekolah atau buku-buku bagi siswa yang kurang mampu. Karena dengan bantuan
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berupa buku atau alat sekolah tersebut dapat mengurangi beban orang tua bagi
siswa dalam menempuh dunia pendidikan, sehingga anggaran/dana yang
disiapkan untuk pembelian alat/buku tadi dapat dialihkan untuk keperluan lain

yang sangat mendesak. Sedangkan untuk produktif tradisional sebaiknya juga

diberikan kepada mustahik dala g atau alat yang dapat membantu

kelancaran usahanya, mi it bagi yang bekerja sebagai

Zakat Profesi
aban yang dilakukan o Kan

sesuai dengan aturan pe an za

s pengelola d PZ secara r
r lampiran nama- yang didalamnya

ana dari zakat profesi elaporkan perkemba

kepada an.sela S : arlg disetor Ke_Bazna Parepare.
a Baznas
sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pengelola ke Kantor Baznas Kota
Parepare. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kontrol dan pengawasan bagi
pengelola dana UPZ yang notabene adalah merupakan dana zakat profesi dari
setiap UPZ yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Demikian
pula dana zakat profesi yang tersisa yang didistribusikan kepada mustahik setiap

bulan suci Ramadhan juga dilaporkan kepada pimpinan selaku pembina UPZ.
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Termasuk dana zakat yang didistribusikan untuk kepentingan pendidikan atau
sarana pendidikan. Hasil distribusi zakat profesi tersebut juga dilaporkan ke

Kantor Baznas dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengelola.

Peran UPZ Kantor Kementeria ama Kota Parepare dalam memberikan

bantuan dana zakat kepada m imana menciptakan suasana dan

kondisi yang aman dan eda-bedakan pemberian

bantuan dari segi ju nimbulkan terjadinya

enterian

dapat lebih ditingkatke ) bersifat

menerima bantuan dana zakat di masa akan datang akan tetapi mereka menjadi

muzakki atau pemberi zakat.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

pengelolaan dana zakat profesi p
Parepare, maka dapat dirum

1.

Berdasarkan masalah yang diteliti yang berkaitan dengan optimalisasi

antor Kementerian Agama Kota
sebagai berikut :
Perencanaan Ve kan meliputi anaan  pengumpulan,
perencanaan pendistribusian dan perencanaan laporan pertanggung jawaban.

Pe Kantor

Ke ota Parepare sudah s

pe ai dari pendataan muz

AS mbuktikan hasil pengu
ke i ang terkumpul sebagai |

0% dari total nilai zakat ki Parepare

pendistribusian yaitu bentuk pendistribusian yang bersifat konsumtif
tradisional dan produktif kreatif.

Hasil pengumpulan dan pendistribusian dilaporkan ke pimpinan selaku
pembina UPZ sebagai laporan pertangung jawaban pengelolaan, dan
dilaporakn juga ke Kantor Baznas Kota Parepare, hal ini dimaksudkan

sebagai fungsi kontrol/pengawasan bagi pembina.

106
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B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa upaya-
uapaya-upaya yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kota

Parepare untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat sudah cukup memadai. Mulai

dari perencanaan, pengumpula ibusian dan laporan pertanggung

jawaban dana zakat m ah, pendapat ulama dan

Undang-Undang N tahun 2011 te gelolan zakat. Pola
pendistribusi a i isi produktif

kreatif,

akukan umumnya bersif
esungguhnya adalah ba an roda
k. Olehnya itu dalam
zakat d anaj elolaan zak

dari per : za en

PAREPARE
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